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ABSTRAK  

KEBIASAAN MASYARAKAT DESA TABARENAH MENJEMUR KOPI DI 

JALAN RAYA DI TINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH  

 

Oleh : Wulan Dwi Ameilia (19671026) 

Di Desa Tabarenah  kebiasaan masyarakat yang menjemur kopi di jalan raya 

yang tentunya hal ini tidak sesuai dengan Pasal 13 Ayat 5 Peraturan Daerah 

Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan 

Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Dan Perlindungan Masyarakat 

Sehingga banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya kebiasaan tersebut, 

seperti: hilangnya keindahan kota, jalan yang menjadi kotor akibat dari bekas 

penjemuran kopi tersebut dan jalan raya menjadi licin yang menganggu pengendara 

kendaraan umum yang melintasi jalan tersebut. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah kualitatif. Tujuan nya menganalisis kasus dengan metode 

memadupandankan bahan-bahan hukum (informasi skunder) dengan informasi 

primer yang diperoleh dilapangan. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk 

Mengetahui kebiasaan masyarakat Desa tabarenah menjemur kopi di jalan raya di 

tinjau dari Siyasah Dusturiyah. Hasil dari penelitian ini adalah pertama kebiasaan 

masyarakat Desa Tabarenah tidak sesuai dengan penerapan Pasal 13 Ayat 5 

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Dan Perlindungan 

Masyarakat. Masih banyak faktor penghambat dalam pelaksanaan Perda ini. Pertama 

dari pihak pemerintah yang menjadi faktor penghambatnya seperti kurangnya 

sosialisasi oleh pemerintah  kepada masyarakat dan sarana dan psarana. kedua dari 

masyarakat seperti kurangnya kesadaran masyarakat.  Kedua berdasar tinjauan 

Siyasah Dusturiyah bertentangan dengan prinsip Siyasah Dusturiyah bahwa hukum 

menjemur kopi adalah boleh (mubah) namun kemudian berubah hukumnya menjadi 

dilarang karena dilakukan dijalan raya lebih besar menimbulkan mafsadah dibanding 

maslahat yang didapatkan.  

 

Kata kunci : Kebiasaan, Perda, Siyasah Dusturiyah. 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menegaskan bahwa ñNegara 

Indonesia adalah negara hukumò. salah satu ciri dalam negara hukum, yang 

dalam bahasa Inggris disebut legal state atau state based on the rule of law, 

dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut rehtsstaat, adalah dianutnya 

pemisahan atau pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan Negara.
1
 Dalam 

konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima 

dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun 

ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk 

menyebut prinsip Negara Hukum adalah óthe rule of law, not of manô . Yang 

disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang 

per orang yang hanya bertindak sebagai ówayangô dari skenario sistem yang 

mengaturnya. 

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat 

hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, 

dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infra struktur kelembagaan 

politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan

                                                

1
 Taprijiya, ñEfektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musirawas Utara 

Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pesta rakyat Terhadap Larangan Pesta Malam Di Kabupaten Musi 

Rawas Utar,ò Skripsi (Curup: Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  IAIN Curup,  

2022), 1. 
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membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2
 

Negara Hukum Adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin 

keadilan kepada warganya. Gagasan Negara hukum ini sesungguhnya terlahir 

sebagai reaksi dari negara polisi (Polizei Staat). Yang merupakan tipe Negara 

yang dianut pada saat itu. Negara polisi adalah suatu negara yang 

memberlakukan alles wor het volk, maar niet door bet (Rajalah yang 

menentukan segala-galanya untuk rakyatnya, tetapi tidak oleh rakyatnya 

sendiri), dan asas legibus salutus est, salus publica suprema lex (kepentingan 

umum mengatasi semua undang-undang). Jadi dalam negara polisi rakyat tidak 

mempunyai hak terhadap raja dan segala sesuatunya ditentukan oleh raja. Oleh, 

Karena itu untuk membendung adanya kesewenang-wenangan dari kekuasaan 

yang mempraktikkan sistem yang absolut dan mengabaikan hak-hak rakyat 

muncullah ide lahirnya Negara hukum.
3
 

Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi ñNegara Kesatuan Republik 

Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas 

kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai 

Pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undangò, artinya Negara 

Indonesia terdiri dari beberapa provinsi, kabupaten dan kota sedangkan 

Pemerintahnya terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Daerah 

provinsi, Kabuapten/Kota merupakan daerah yang otonom, yaitu suatu 

                                                

 
3
 Muntoha, Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, (Yogyakarta: Kaukuba, 

2013), 1. 
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masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, 

berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 

Pada pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi ñPemerintah daerah provinsi, 

daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas perbantuan.ò Dalam rangka penyelenggaraan 

hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, dalam 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tepatnya 

Pasal 10 ditegaskan Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-

undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah Pusat. Pemberian otonomi 

luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta 

masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu 

meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, 

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan 

keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4
 

Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5
Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah merupakan suatu pilihan politik suatu 

bangsa, hal ini merupakan dampak penerapan dari bentuk sebuah Negara. 

                                                

4
Agung Maldi Saputra, ñPengaturan Executive Riview Terhadap Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kotaò. Skripsi (Bengkulu: Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, 2014),  2-3. Diakses 

Pada http://repository.unib.ac.id/8944/2/I%2CII%2CIII%2CII-14-agu.FH.pdf 
5
 Pasal 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 
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Masing-masing Negara menerapkan otonomi daerah sesuai dengan kondisi 

politik kekuasaan Negara tersebut. Penerapannya di Indonesia pun seperti, ñ 

Bandul Jaimò yang bergerak dari kiri ke kanan. Hal ini terlihat dari perjalanan 

penerapan desentralisasi di Indonesia yang bergerak antara sentralisasi dan 

desentralisasi.
6
 

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membentuk Perda untuk 

membantu proses dalam  pelaksanaan Pemerintahan di daerah. Sesuai ketentuan 

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan perundang-undangan yaitu, ñMateri muatan Peraturan Daerah provinsi 

dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung 

kondisi khusus daerah dan/ atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi.
7
 

Peraturan daerah (Perda) adalah salah satu jenis peraturan perundang- 

undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan 

pancasila, fungsinya sangat strategis yaitu sebagai instrumen kebijakan untuk 

melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan 

dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-

Undang tentang Pemerintah Daerah.
8
 

                                                

6
 Irfan Setiawan, Pemerintahan Daerah, (Jakarta: Wahana Resolusi, 2018), 3. 

7
 Agung Maldi Saputra, ñPengaturan Executive Riview Terhadap Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kotaò. Skripsi (Bengkulu: Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, 2014).  2-3. Diakses 

Pada http://repository.unib.ac.id/8944/2/I%2CII%2CIII%2CII-14-agu.FH.pdf 
8
 Sindika Adelia Hasanah, "Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 

Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman, Masyarakat, Dan Ketertiban Umum, Terhadap 

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Hukum Islam", Skripsi (Lampung: Program Studi 
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Pemerintah kabupaten Rejang Lebong  telah menetapkan  Peraturan 

Daerah Nomor 2 Tahun 2021 sebagai upaya dalam dalam  rangka memberikan 

kesadaran kepada masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan menciptakan  rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat dan 

terhindarnya masyarakat dari gangguan sehingga terwujudkan kehidupan 

masyarakat yang damai dan sejahtera.
9
 Dalam pasal 13 ayat 5 yang berbunyi : 

ñSetiap orang atau badan dilarang melakukan perbuatan yang 

mengakibatkan kerusakan dan/ atau gangguan fungsi jalan pada jalan daerahò
10

 

 

Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah suatu 

tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan 

peraturan perundang-undangan sehingga terselenggaranya sendi-sendi 

kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik dari segi masyarakat, 

bangsa, dan Negara.
11

 

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia pun 

membuat alat transportasi. Dahulu orang-orang hanya menggunakan hewan 

seperti unta dan keledai. Tetapi dengan kecanggihan teknologi saat ini mereka 

pun membuat alat trnasportasi yang lebih bagus, kuat, indah, dan cepat seperti 

motor, mobil, pesawat dan sebagainya. 

                                                                                                                                     

Hukum tata Negara, Falkultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2016), 5-6  

.<http://repository.radenintan.ac.id/11178/1/skripsi bab 1%262.pdf>. 
9
 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, Pasal 3.  
10

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, Pasal 13 

ayat 5.  
11

Peraturan Daerah Kabupeten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, Pasal 1 

Ayat 12. 
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Menggunakan alat transportasi, baik itu sepeda motor, mobil atau sepeda, 

sudah menjadi bagian dari rutinitas kita sehari-hari, baik itu berkendara ke 

sekolah, ke pasar maupun ke kantor. 

Berbicara mengenai berkendara, keselamatan adalah yang utama dan 

paling utama. Untuk mewujudkan keselamatan itu, pemerintah telah menetapkan 

peraturan-peraturan  lalu lintas, yang tujuannya adalah untuk menciptakan 

keselamatan serta kenyamanan dalam  berkendara.
12

 Peraturan dibuat 

pemerintah tidak dalam rangka kemudharatan atau  kebatilan. Ia merupakan 

bagian integral dalam sistem kemasyarakatan yang di dalamnya tersirat melalui 

nilai keislaman.
13

 

Peraturan mengenai lalu lintas memang harus ada, dan eksistensinya tidak 

boleh  ditiadakan. Karena tiadanya peraturan lalu lintas dapat menimbulkan 

mudharat yang besar. Khususnya bisa mengancam salah satu dari lima pokok 

yang harus dilimdungi yaitu jiwa. Dengan demikian umat Islam harus 

mendukung penuh peraturan dengan cara menaatinya. Ketaatan pada peraturan 

pemerintah juga tidak lepas dari ajaran Islam dan keteladanan yang dicontohkan 

oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini bisa dijadikan komitmen oleh umat islam 

untuk menjunjung tinggi  nilai-nilai ajaran Islam. 
14

 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan, merupakan salah satu produk hukum yang dibuat oleh 

pemerintah sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan 

                                                

 
13

 Lathoif Ghozali, dkk, Fiqih lalu Lintas , (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2019), 5-6.  
14

 Lathoif Ghozali, dkk, Fiqih lalu Lintas , (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2019), 12. 
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nyaman bagi pengguna jalan. Penggunan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas 

adalah kegiatan yang menggunakan  sebagian atau seluruh ruas jalan  di luar dari 

fungsi utamanya.  

Jalan raya adalah fasilitas umum yang disediakan untuk semua orang dan 

hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Jalan raya yang 

dimanfaatkan secara pribadi secara tidak sah atau sama dengan mengambil hak 

orang lain tanpa izin. Tentunya permasalahan ini tidak sesuai dengan penerapan 

pasal 13 ayat 5 peraturan daerah Kabupaten Rejang  Lebong Nomor 2 tahun 

2021. 

Pada dasarnya seseorang dapat menggunakan sebagian jalan raya untuk 

kepentingan pribadi selama kegiatan tersebut memiliki izin penggunaan jalan 

untuk hal lain selain lalu lintas. Namun dalam beberapa kasus di masyarakat 

masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan fungsi jalan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Jika dilihat dari adanya warga atau penduduk yang menggunakan jalan 

raya untuk kepentingan pribadi maka tidak banyak mengandung 

kemaslahatannnya justru lebih banyak mengandung keburukan dan 

kerugiannnya. Seperti,  yang terjadi di Desa Tabarenah Kabupaten Rejang 

Lebong para penduduk atau warga yang menjemur kopi di  jalan raya oleh sebab 

itu maka yang terjadi jalan yang seharusnya merupakan hak pengguna jalan 

justru dijadikan tempat untuk memenuhi kepentingan pribadi yang 

mengakibatkan ganggguan pada fungsi jalan dan diduga  bisa menyebabkan 

kecelakaan. 
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Selain itu, menjemur kopi di jalan raya ini juga bisa membuat jalanan 

menjadi macet dikarenakan saat mobil atau motor berpapasan salah satu 

pengendara harus berhenti karena bagian jalan yang digunakan untuk kegiatan 

selain lalu lintas. Tak hanya itu, kebiasaan masyarakat ini juga dapat merusak 

keindahan kota, apalagi jalan raya Tabarenah ini merupakan jalan lintas yang 

sering dilalui oleh pengendara yang menghubungkan antar kabupaten Rejang 

Lebong dan Kabupaten Lebong. 

Siyasah Dusturiyah membahas undang-undang dasar suatu negara dengan 

isinya yg membahas mengenai bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga negara, 

dan hak serta kewajiban sebuah warga negara. Bidang kajian siyasah dusturiyah 

khususnya, ialah membahas tentang hubungan pemimpin dengan rakyat dan 

institusi yang ada di negara tersebut sesuai dengan kebutuhan rakyat demi 

kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri. Siyasah Dusturiyah 

merupakan bagian daripada fikih siyasah yang membahas secara khusus terkait 

perudang-undangan negara (konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga 

demokrasi, dan syura). Siyasah dusturiyah juga membahas kajian mengenai 

konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan symbiotic antara pemerintah 

dan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.
15

 

Hukum yang menjadi panutan masyarakat merupakan cita-cita social yang 

tidak pernah berhenti dikejar sampai akhir hayat. Cita-cita social dengan cara 

bersandar pada hukum, baik hukum yang merupakan norma sosial maupun 

hukum dalam ajaran agama yang dianut, dan hukum produk penguasa. Setiap 

                                                

15
     Makhrus Munajat dan Siti Fatimah, Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah 

(Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 48. 
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keberadaan hukum tidak dapat terlepas dari tujuan dan harapan subjek hukum. 

Harapan manusia terhadap hukum pada umumnya meuputi harapan keamanan 

dan ketentraman hidup tanpa batas waktu. Oleh karena itu manusia akan 

berhadap pada hal-hal dibawah ini: 

1. Kemaslahatan hidup bagi diri sendiri dan orang lain; 

2. Tegaknya keadilan, yang bersalah harus mendapatkan hukuman yang 

setimpal dan yang tidak bersalah mendapat perlindungan hukum yang 

baik dan benar; 

3. Persamaan hak dan kewajiban dalam hukum. Hukum tidak pilih bulu 

atau memilih-milih dan memilah-memilah dengan alasan berbeda bulu; 

4. Saling mengontrol dalam kehidupan masyarakat sehingga tegaknya 

hukum dapat diwujudkan oleh masyarakat sendiri, seperti adanya 

sistem keamanan lingkungan; 

5. Kebebasan bereskpresi, berpendapat bertindak dengan  tidak melebihi 

batas-batas hukum dan norma social; 

6. Regenerasi social yang positif dan bertanggung jawab terhadap masa 

depan kehidupan social dan kehidupan berbangsa serta bernegara.
16

 

Untuk upaya realisasi mewujudkan kemaslahatan umat para ulama sepakat 

dengan strategi yang semestinya dilakukan, yaitu : 

1. Melaksanakan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang 

terlarang (berdasar pada tunjukan nash). 

                                                

16
Boedi Abdullah, Politik Ketatanegaraan dalam Islam, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012), 

35.  
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2. Melaksanakan semua sebab dan syarat yang diwajibkan (berdasarkan kaedah 

Ma La yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib). 

3. Menghindari sebab yang membawa kepada bencana (berdasarkan kaedah 

Saddu al-Dzariôah)
17

 

Berdasarkan pernyataan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul Kebiasaan Masyarakat Desa Tabarenah Menjemur 

Kopi di Jalan Raya Di Tinjau Dari Siyasah Dusturiyah. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kebiasaan masyarakat Desa Tabarenah menjemur kopi di jalan 

raya  menurut  Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 tahun 

2021 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat 

dan perlindungan masyarakat ? 

2. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap kebiasaan masyarakat 

Desa Tabarenah menjemur kopi di jalan raya ? 

C. Batasan  Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebh focus, sempurna dan mendalam 

maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi 

variabelnya. Oleh sebab itu penulis membatasi masalahnya hanya sebatasò 

kebiasaan masyarakat Desa Tabarenah menjemur kopi di jalan raya di tinjau dari 

Siyasah Dusturiyah. 

                                                

17
 Sindika Adelia Hasanah, ñImplementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar 

Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman, Masyarakat, Dan Ketertiban Umum, Terhadap 

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Hukum Islamò, Skripsi (Lampung: Fakultas 

Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2020)  <http://repository.radenintan.ac.id/11178/1/skripsi bab 

1%262.pdf>. 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui  kebiasaan masyarakat Desa Tabarenah menjemur kopi 

di jalan raya  menurut  Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 

2 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman 

masyarakat dan perlindungan masyarakat 

2. Untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap kebiasaan 

masyarakat Desa Tabarenah menjemur kopi di jalan raya  

E. Manfaat Penelitian 

adapun manfaat penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya ilmu 

dan pemikiran secara intelektualitas dibidang ilmu hukum tata negara, dan 

bisa memjadi wawasan/informasi bagi peneliti dan pihak lain yang berkaitan 

dengan Kebiasaan Masyarakat Desa Tabarenah Menjemur Kopi di Jalan 

Raya di Tinjau Dari Siyasah Dusturiyah. Khusus nya bagi mahasiswa 

sebagai bahan referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang dibidang 

Hukum Tata Negara dilingkup Kampus IAIN Curup.  

2. Manfaat Praktis 

Terkhusus untuk penulis sendiri menjadi sebagai pembelajaran untuk 

menambah ilmu pengetahuan dan menjadi sebagai pengalaman, serta 

sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas 

Syariôah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. 
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F. Kajian Literatur  

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tumpang tindih dengan penelitian 

yang sebelumnya dan agar tidak ada pengulangan penelitian. Maka penulis 

sudah mengadakan tinjauan pustaka, terhadap karya ilmiah, maka hasilnya 

antara lain : 

1. Skripsi Sindika Adelia Hasanah Fakultas Syariah  Program Studi Hukum 

Tata Negara, Universitas Raden Intan lampung dengan judul ñImplementasi 

Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 

Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Terhadap 

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Hukum Islam.
18

 

Perbedaan dengan judul yang saya ambil adalah Skripsi tersebut 

berfokus pada penertiban  pedagang kaki lima dalam perspektif hukum 

Islam sedangkan penelitian ini berfokus pada warga yang menggunakan 

jalan untuk kepentingan pribadi ditinjau dari Siyasah Dusturiyah. 

2. Skripsi Muhammad Ilham Buana, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum 

tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul : 

ñTinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaa Penertiban Pengemis Dalam 

Peraturan Daerah Kota Bandar lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang 

Ketentraman masyarakat Dan Ketertiban Umumò.
19

 

                                                

18
 Sindika Adelia Hasanah  "Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar 

Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman, Masyarakat, Dan Ketertiban Umum, Terhadap 

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Perspektif Hukum Islam",Skripsi (Lampung: Fakultas 

Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2020)  <http://repository.radenintan.ac.id/11178/1/skripsi bab 

1%262.pdf>.  
19

 Muhammad Ilham Buana, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksaan Penertiban 

Pengemis Dalam Peraturan Daerah Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 

Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Katertban Umum", Skripsi (Lampung: Fakultas 
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Perbedaan dengan judul yang saya ambil adalah Skripsi Tersebut 

berfokus Pada Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Pelaksaan Penertiban 

Pengemis  sedangkan penelitian ini berfokus pada warga yang 

menggunakan jalan untuk kepentingan pribadi ditinjau dari Siyasah 

Dusturiyah. 

3. Skripsi Aqil Baihaqi Fairuzan , Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, 

Universitas Islam negeri Syekh Nurjati Cirebon, dengan judul : 

ñImplementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang 

penyelenggaraan Ketertiban Umum, ketentraman masyarakat dan 

Perlindungan Masyarakat terhadap Perelokasian Pedagang Kaki Lima 

Perspektif Hukum Ekonomi Syariahò
20

 

Perbedaan dengan judul yang saya ambil adalah skripsi tersebut 

berfokus pada perelokasian pedagang kaki lima perspektif hukum ekonomi 

syariah sedangkan penelitian ini berfokus pada warga yang menggunakan 

jalan untuk kepentingan pribadi ditinjau dari Siyasah Dusturiyah.  

G. Penjelasan Judul 

1. Kebiasaan 

Makna kebiasaan berasal dari kata  biasa, yang mengandung arti 

pengulangan  atau sering melakukan walau dalam waktu  yang berbeda dan 

                                                                                                                                     

Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2017), 1ï114.<http://repository.radenintan.ac.id/11974/1/skripsi 

bab 1%262.pdf>. 
20

 Aqil Baihaqi Fairuzan, óImplementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang 

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat Terhadap 

Perelokasian Pedagang Kaki Lima Perpektif Hukum Ekonomi Syariahô Skripsi (Cirebon: Fakultas 

Syariah dan Ekonomi Islam,  IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022)  <https://www.who.int/news-

room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>. 
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ditempat yang berbeda  pula. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan  tidak 

terlepas dari sebuah nilai-nilai atau  values. Kebiasaan yaitu sesuatu yang 

biasa  dikerjakan, tingkah laku yang sering  diulang sehingga lama-

kelamaaan menjadi  otomatis dan bersifat menetap.
21

 

2. Masyarakat 

Masyarakat merupakan manusia yang senantiasa berhubungan 

(berinteraksi) dengan manusia lain dalam suatu kelompok.
22

 

3. Desa Tabarenah 

Desa Tabarenah merupakan Desa yang terletak dalam Kecamaan 

Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.  

4. Menjemur 

Menjemur adalah memanaskan (mengeringkan) di bawah sinar 

maahari d bawah sinar panas matahari. 
23

 

5. Kopi 

Kopi merupakan salah satu hasil  komoditi perkebunan yang memiliki 

nilai  ekonomis yang cukup tinggi di antara  tanaman perkebunan lainnya 

dan berperan  penting sebagai sumber devisa negara.  Kopi tidak hanya 

berperan penting sebagai  sumber devisa melainkan juga merupakan  

sumber penghasilan bagi tidak kurang dari  satu setengah juta jiwa petani 

                                                

21
Nunu Nurfirdaus dan Risnawati, ñStudi Tentang Pembentukan Kebiasaan Dan Prilaku 

Social Siswa (Studi Kasus Di SDN 1 Windujanten)ò, 4, No. 01 (2019), 38.  
22

 Bambang Tejokusumo, ñDinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu 

Pengetahuan Sosialò, 3, No.01 (2014), 8.  
23

 Kamus Besar Bahasa Indonesia 
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kopi di  Indonesia.
24

 

6. Jalan Raya 

Jalan Raya merupakan suatu landasan  yang bertujuan untuk 

melewatkan lalu lintas dari suatu tempat ke tempat yang lain. Untuk itu  

jalan raya harus dibuat dengan aman,cepat,  tepat, nyaman,efisien dan 

ekonomis. 

7. Siyasah Dusturiyah 

Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas 

masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai 

syari at.
25

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah prosedur dalam menemukan data yang akurat 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat. Berikut teknik yang 

digunakan dalam penelitian sebagai berikut : 

1. Jenis penelitian 

penelitian ini adalah jenis penelitian Kualitatif.  Penelitian Kualitatif 

adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi 

pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif 

sifatnya mendasar dan naturalistis atau bersifat kealamian, serta tidak bisa 

dilakukan di laboratorium, melainkan dilapangan. Oleh sebab itu 

                                                

24
 Bambang Marhaenanto, dkk, ñPenentuan Lama Sangrai Kopi Berdasarkan  Variasi 

Derajat Sangrai Menggunakan Model Warna RGB Pada Pengelolaan Citra Digital (Digital Image 

Processing), 09, No. 01, (2015), 102.  
25

 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasahā Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, ( Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2014 ), 177. 
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penelitian ini sering disebut dengan naturalistic inquiry, atau field study. 

26
penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada 

pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial 

berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistis, kompleks, 

dan rinci. 
27

 

Penelitian kualitatif ini adalah jenis penelitian lapangan ( Field 

Research) mengkaji terkait ketentuan yang berlaku ditengah masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis kasus dengan metode 

memadupadankan bahan-bahan hukum (informasi sekunder) dengan 

informasi primer yang diperoleh dilapangan. 

2. Sifat Penelitian 

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif analisis. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha 

untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan 

data-data, menganalisis, dan menginterprestasikannya. Penelitian 

deskriptif bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan 

faktual mengenai fakta-fakta yang ada.  

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Desa Tabarenah Kecamatan Curup Utara. 

 

                                                

26
Zuchri Abdussamad,  Metode Penelitian Kualitatif, (Makassar: Cv Syakir Media Press, 

2021), 30.   
27

 Eko Murdianto, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Pembangunan Nasional ñVeteranò Yogyakarta 

Press, 2020), 19-20.  
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4. Data dan Sumber Data 

Sumber data adalah suatu pekerjaan yang dimana bertujuan untuk 

memperoleh data dalam melaksanakan penelitian. Adapun data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Data  Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan 

studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara 

terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang 

telah disiapkan kepada sejumlah responden yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian. Atau data primer, yaitu data yang 

diperoleh langsung dari sumber pertama.  

b. Data  Skunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan 

studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan 

membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah 

perundangundangan yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian.  

c. Data Tersier 

Bahan hukum tersier atau data Tersier , yakni bahan yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia.
28

 

                                                

28
 Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, (Jakarta: 

Alfabeta, 2017), 100-102.  
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5. Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan informasi ini penulis memakai sebagian metode 

sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan yang dicoba dengan metode 

mengamati objek penelitian yang bertujuan supaya memperoleh 

gambaran tentang suasana maupun peristiwa yang hendak dirasakan di 

lapangan.  Sifat observasi ini memiliki sifat alami, sebab fenomena yang 

terjalin bersumber pada kenyataan yang terjalin di lapangan. Sepanjang 

aktivitas observasi hingga bisa diambil sebagian objek yang tercantum 

kedalam penelitian.
29

 

b. Wawancara 

Wawancara (interview) merupakan alat pengumpul data untuk 

memperoleh informasi langsung dari responden. Wawancara yang 

dimaksudkan disini adalah wawancara untuk kegiatan ilmiah, yang 

dilakukan secara sistematis dan runtut serta memiliki nilai validitas dan 

reliabilitas. Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua 

orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau 

keterangan-keterangan. Pewawancara (interviewer) adalah pengumpul 

                                                

29
 Selvi Andriyani, ñTinjauan siyasah Dusturiyah Terhadap Peran DPRD Kabupaten Rejang 

Lebong Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD)ò., Skripsi (Curup : program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 

Iain Curup, 2022),11.  
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informasi.
30

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data 

dan informasi dalam bentuk tulisan, angka dan gambar yang berupa 

laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi 

juga digunakan untuk mengumpulkan data kemudian di telaôah. 

6. Analisis Data 

Setelah data-data yang penulis perlukan terkumpul, maka langkah 

selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data yang penulis gunakan pada 

penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, dimana selain 

mengolah dan menyajikan data peneliti juga melakukan analisis data 

kualitatifnya. Hal ini dimaksud agar dapat mensinergikan antara beberapa data 

yang telah didapatkan dengan berbagai literature maupun dengan data-data 

yang diarsipkan. 

Sistematika atau runtutan analisis deskriptif kualitatif dalam 

penggunaan tidak ada satu pedoman yang jelas, akan tetapi pada prinsipnya 

setiap bagian dari permasalahan yang diajukan harus terjawab dalam analisis 

data dengan mengaitkan satu sama lain atau dengan kata lain hubungan timbal 

balik. Selanjutnya data-data tersebut akan dianalisa dengan memunculkan 
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beberapa kesimpulan dan hasil temuan berdasarkan hasil temuan tersebut. 
31
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BAB II  

LANDASAN TEORI  

A. Fiqh Siyasah Dusturiyah 

1. Pengertian Fiqh Siyasah 

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata berbahasa Arab, fiqh dan siyasah. 

Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan Fiqh 

Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masingïmasing kata dari segi 

bahasa dan istilah. Secara etimologis (bahasa) fiqh adalah keterangan- 

keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si 

pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud 

perkataan dan perbuatan.
32

 Secara istilah fiqh ialah pengetahuan tentang 

hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal perbuatan yang 

diperoleh dari dalil-dalil yang fashil (terinci dari al-Quran dan Sunnah). 

Fiqh atau Syariah atau hukum  Islam adalah ketentuan-ketentuan yang 

menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, 

mencegah, mengikat, dan memaksa. Hukum itu diartikan sebagai 

penetapan sesuatu atas sesuatu yang lain, yakni penetapan suatu yang 

boleh dikerjakan, harus dikerjakan dan terlarang untuk dikerjakan.
33

 

Siyasah berasal dari kata sasa, yang artinya mengatur, mengurus, 

memerintah atau pemerintahan. Secara bahasa artinya bahwa tujuan 

siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan pada 
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sesuatu yang bersifat politis.
34

Secara terminologis, sebagaimana 

dikemukakan Ahmad Fathi Bahatsi, siyasah adalah pengurusan 

kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syaraô. Definisi lain ialah Ibn 

Qayyim dalam Ibn óAqil menyatakan: "Siyasah  adalah segala perbuatan 

yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh 

dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan 

bahkan Allah tidak menentukannya".
35

 Secara linguistik, siyasah artinya 

mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, 

sebagaimana dalam kalimat sasaal-qaum, mengatur kaum, memerintah 

dan memimpin. 
36

 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Fiqh Siyasah ialah ilmu 

yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala 

bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh 

pemegang kekuasan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk 

mewujudkan kemaslahatan umat.
37

 

2. Pengertian Siyasah Dusturiyah 

Kata ñDusturiò berasal dari bahasa Persia. Semula, artinya 

ñseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik 

maupunagamaò. Dalam perkembangan selanjutnya, kata Dusturi 
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digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama) 

Zoroaaster (Majusi). Setelah mengalami penyeraan kedalam bahasa 

arab, kata dustur berkembang penegrtiannya menjadi asas, dasar, dan 

pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang 

mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesame anggota 

masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis 

(konstitusi).
38

 

Kata Dustur sama dengan Constitution dalam bahasa Inggris 

atau Undang-Undang Dasar dalam Bahasa Indonesia. Dengan 

demikian Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqh Siyasah yang 

membahasa masalah perundang-undangannegara agar sejalan 

dengansyariat Islam. Artinya, Undang-Undang itu konstitusinya 

mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam yang digali 

dari Al-Qurôan dan As-sunnah, baik mengenai akidah, ibadah, akhlaq, 

muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan kenegaraan.
39

 

Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi 

(undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnyaperundang-

undangan dalam suau Negara). Legislasi (bagaimana cara perumusan 

undang-undang)lembaga demokrasi dan syura merupakan pilar 

penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini 

juga membahas konsep negarahukum dalam siyasah dan hubungan 
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timbal balik antara pemerintah dan hak-hak warga Negara yang wajib 

dilindungi. 
40

 

Fiqh Siyasah Dusturiyah dapat dikatakan sebagai ilmu politik 

pemerintahan dan ketatanegaraan dalam Islam yang mengkaji aspek-

aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Qurôan dan 

Al-Hadis serta tujuan syariat Islam. Disamping itu perjalanan Ijtihad 

para ulama mengingat terjadinya perubahan dan perkembangan zaman 

yang menyentuh persoalan ketatanegaraan dan pemerintahan.
41

 

3. Objek Kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah 

Masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pelaksanaan kehodupan 

bernegara dan pemerintahan. Kehiduoan politik diartikan sebagai strategi 

yang digunakan guna mempersamakan persepsi masyarakat tentang 

perlunya pembentukan undang-undang dan pengangkatan atau pemilihan 

pemimpin Negara. Nilai-nilai yang diusung berakar dari cita-cita suatu 

Negara dalam menegakkan demokratis politik. Sebagaimana 

dilakukannya pemilihan umum di tingkat daerah, wilayah pesta 

demokrasi adalah tercapainya lima tujuan syariat islam. 

 Hukum yang dibangun dalam kehidupan ketatanegaraan dalam islam 

atau dalam siyasah adalah mengatur kpentingan Negara dan 

mengorganisasikan urusan umat yang sejalan dengan jiwa hukum Islaam, 

dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (kulli) untuk 
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merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan.  

 Siyasah Dusturiyah mempelajari hubungan antara pemimpin pada satu 

pihak dan rakyat pada pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang 

terdapat dalam masyarakat. Pembahasan utama dari siyasah dusturiyah 

meliputi hal-hal dibawah ini: 

a) Kajian tentang konsep imamah, khalifah, imarah, mamlakah, 

berikut hak dan kewajibannya; 

b) Kaian tentang rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya; 

c) Kajian tentang baiôah dari zaman ke zaman; 

d) Kajian tentang Waliyul Ahdi; 

e) Kajian tentang perwakilan atau wakalah; 

f) Kajian tentang ahl al-halli wa al-aqdi; 

g) Kajian tentang wizarah, sistem pemerntahan presidential dan 

parlementer; 

h) Kajian tentang pemlihan umum.
42

 

4. Prinsip-prinsip  Fiqh Siyasah Dusturiyah 

Dalam format otonomi daerah, beberapa prinsip yang digunakan 

sebagai landasan sekaligus pedoman pengembangan pelaksanaan seperti 

yang tertuang dalam penjelasan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 

adalah : 

a) Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan 

memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi 
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dan keanakaragaman daerah. 

b) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian 

daerah otonom, dan karenanya dalam daerah Kabupaten dan Daerah 

Kota tidak ada lagi wilayah administrasi. 

Keberhasilan daerah dalam menetapkan prinsip-prinsip tersebut, akan 

bergantung pada berapa besar komitmenunsur pelaksanaanya, yaitu 

Pemerintah Daerah, masyarakat dan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 

untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, responsibilitas, dan 

akuntabilitas atas dasar nilai-nilai moralitas dan etika yang dianut 

masyarakat di daerah.
43

 

Dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai pejabat administrasi Negara 

dalam membuat kebijakan, ada asas-asas yang harus dipegang, yaitu: 

a) Asas Legalitas 

b) Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik 

c) Prinsip Tauhidullah 

d) Asas Persamaan (Mabda Al-Musawah) 

e) Prinsip Musyawarah 

f) Prinsip Tertib Administrasi Ekonomi 

g) Keseimbangan sosial 

h) Asas Tangung Jawab Negara
44
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B. Peraturan Daerah 

1. Pengertian Peraturan daerah 

Peraturan daerah adalah peraturan hukum atau keputusan hukum yang 

dibuat oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD untuk 

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di daerah. Peraturan daerah 

tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi.
45

 

Peraturan Daerah adalah instrumen dalam menyelenggarakan 

pemerintah di daerah yang merupakan aturan secara sah yang diberikan 

kepada pemerintah daerah. Sejak tahun 1945 hingga sekarang ini, telah 

berlaku beberapa Undang-undang yang menjadi dasar hukum 

penyelenggaran pemerintah daerah dengan menetapkan Perda sebagai 

salah satu instrumen yuridisnya.  

Beberapa Undang-undang yang menjadi dasar hukum 

penyelenggaraan Pemerintahan daerah dari Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1957 tentang Pokok pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok 

Pemerintahan Daerah, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 

Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah Undang-undang 
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Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
46

 

Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat 

persetujuan bersama DPRD. Perda dibentuk dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/kota dan tugas 

pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas 

masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan 

kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi.Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan 

perundan-gundangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara 

lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan 

Perda. Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan 

Perda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. 

Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. Perda 

disampaikan kepada Pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah 

ditetapkan. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh 

Pemerintah pusat. 

Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-

undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau 

keputusan kepala daerah. Peraturan kepala daerah dan atau keputusan 
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kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, 

Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Perda diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala 

Daerah diundangkan dalam Berita Daerah. Pengundangan Perda dalam 

Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah 

dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Untuk membantu kepala daerah dalam 

menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
47

 

Keberadaan peraturan daerah merupakan pemberian kewenangan 

kepada daerah dalam  mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, 

karena ada bagian dari urusan-urusan daerah selain diatur dalam undang-

undang dan harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Berkaitan 

dengan kewenangan membentuk Peraturan Daerah (Perda) telah 

dipertegas dalam. UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 42 ayat (1) huruf a 

ditentukan bahwa: "DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk 

Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan 

bersama". Selanjutnya dipertegas lagi dengan UU No. 27 Tahun 2009 

Tentang MPR, DPR,DPD dan DPRD ditentukan : DPRD provinsi 

mempunyai tugas dan wewenang: membentuk peraturan daerah provinsi 

bersama gubernur, membahas dan memberikan persetujuan rancangan 

peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah 

provinsi yang diajukan oleh gubernur. Sedangkan kewenangan DPRD 
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Kabupaten/Kota ditegaskan dalam Pasal 344 ditentukan : (1) DPRD 

kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang, membentuk peraturan 

daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota, membahas dan 

memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran 

pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh 

bupati/walikota.
48

 

Perda adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat 

untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi 

derajatnya. Oleh karema itu materi Perda secara umum memuat antara 

lain: 

a. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal- hal 

yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah; 

b. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan 

(Mendebewindl dengan demikian Perda merupakan produk hukum 

dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah , 

yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga Perda 

merupakan legalitas untuk mendukung Pemerintah Provinsi sebagai 

daerah otonom.
49
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2. Syarat pembentukan peraturan daerah 

Ada beberapa syarat pembuatan peraturan perundang-undangan 

yang baik termasuk pembuatan peraturan daerah dimana syarat ini dapat 

juga diadopsi untuk pembentukan Perda antara lain: 

a. Syarat Filosofis, yaitu adanya hubungan dengan nilai-nilai moral 

suatu bangsa sebagai pandangan hidup ( di Indonesia, terakumulasi 

dalam Pancasila. 

b. Syarat Yuridis, yaitu adanya landasan hukum yang menjadi dasar 

dikeluarkannya suatu peraturan, disamping itu juga merupakan 

landasan bagi lembaga/badan yang mengeluarkan peraturan yang 

dibentuk. 

c. Syarat Yuridis terbagi dua: 

1. Formal, yaitu merupakan peraturan/hukum yang menjadi dasar 

peraturan/hukum bagi lembaga/badan untuk mengeluarkan 

peraturan tertentu. 

2. Materiil, yaitu merupakan landasan dari segi (materi) sekaligus 

sebagai tinjauan dari segi ilmu hukum, khususnya dari segi 

sosiologi, yaitu sejauh mana peraturan/hukum dapat merubah 

kesadaran masyarakat terhadap hukum.
50

  

3. Prinsip Pembentuka|n Pera|tur a|n Da|era|h 

Setela|h Unda|ng-Unda|ng Nomor 22 Ta|hun 1999 diga|nti denga|n 

Unda|ngUnda|ng Nomor 32 Ta|hun 2004, prinsip-prinsip pembentuka|n Perda| 
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ditentuka|n seba|ga|i berikut: (1) Perda| diteta|pka|n oleh Kepa|la| Da|era|h setela|h 

menda|pa|t persetujua|n bersa|ma| DPRD; (2) Perda| dibentuk da|la|m ra|ngka| 

menyelengga|ra|ka|n otonomi, tuga|s pemba|ntua|n da|n penja|ba|ra|n lebih la|njut 

pera|tura|n perunda|ngunda|nga|n ya|ng lebih tinggi denga|n memperha|tika|n ciri 

kha|s ma|sing-ma|sing da|era|h; (3) Perda| tida|k boleh bertenta|nga|n denga|n 

kepentinga|n umum da|n/a|ta|u pera|tura|n perunda|ng-unda|nga|n ya|ng lebih 

tinggi; (4) Perda| dibentuk berda|sa|rka|n pa|da| a|sa|s pembentuka|n pera|tura|n 

perunda|ng-unda|nga|n, (5) Ma|sya|ra|ka|t berha|k memberika|n ma|suka|n seca|ra| 

lisa|n a|ta|u tertulis da|la|m ra|ngka| menyia|pka|n a|ta|u pemba|ha|sa|n Ra|perda|, (6). 

Perda| da|pa|t memua|t ketentua|n beba|n bia|ya| pa|ksa|a|n penega|ka|n hukum, a|ta|u 

pida|na| kurunga|n pa|ling la|ma| ena|m bula|n a|ta|u denda| seba|nya|k-ba|nya|knya| 

Rp. 50.000.000,- (lima| puluh juta| rupia|h). (7) Pera|tura|n Kepa|la| Da|era|h da|n 

a|ta|u Keputusa|n Kepa|la| Da|era|h diteta|pka|n untuk mela|ksa|na|ka|n Perda|. (8). 

Perda| berla|ku setela|h diunda|ngka|n da|la|m lemba|ra|n berita| da|era|h. (9). Perda| 

da|pa|t menunjukka|n peja|ba|t tertentu seba|ga|i peja|ba|t penyidik tertentu 

seba|ga|i peja|ba|t penyidik pela|ngga|ra|n Perda| (PPNS Perda|); (10) 

Pengunda|nga|n. Perda| da|la|m Lemba|ra|n Da|era|h da|n Pera|tura|n Kepa|la| Da|era|h 

da|la|m Berita| Da|era|h.
51
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C. Pera|tur a|n Da|era|h Ka|bupa|ten Reja|ng Lebong Nomor 2 Ta|hun 2021 

tenta|ng Penyelenggra|a|n Ketertib a|n Umum, Ketentra|ma|n Ma|sya|ra|ka|t, 

da|n Perlindunga|n Ma|sya|ra|ka|t 

Pera|tura|n Da|era|h Ka|bupa|ten Reja|ng Lebong Nomor 2 Ta|hun 2021 

tenta|ng Penyelenggra|a|n Ketertiba|n Umum, ketentra|ma|n Ma|sya|ra|ka|t, da|n 

Perlindunga|n Ma|sya|ra|ka|t dima|ksudka|n da|la|m ra|ngka| memberika|n 

kesa|da|ra|n kepa|da| ma|sya|ra|ka|t terha|da|p ketentua|n pera|tura|n perunda|ng-

unda|nga|n.
52

 Pera|tura|n ini juga| bertujua|n a|ga|r tercipta|nya| ra|sa| a|ma|n da|n 

tentra|m da|la|m kehidupa|n ma|sya|ra|ka|t da|n terhinda|rnya| ma|sya|ra|ka|t da|ri 

ga|nggua|n sehingga| terwujudka|n kehidupa|n ma|sya|ra|ka|t ya|ng da|ma|i da|n 

seja|htera|.
53

 

Pera|tura|n Da|era|h Ka|bupa|ten Reja|ng Lebong Nomor 2 Ta|hun 2021 

tenta|ng Penyelenggra|a|n Ketertiba|n Umum, ketentra|ma|n Ma|sya|ra|ka|t, da|n 

Perlindunga|n Ma|sya|ra|ka|t ini terdiri da|ri 15 (lima| bela|s) ba|b da|n terda|pa|t 89 

pa|sa|l  ya|ng seca|ra| umum da|pa|t dijela|ska|n seba|ga|i berikut :  

a. Ba|b 1 (sa|tu)  terdiri da|ri 1 pa|sa|l ya|ng menjela|ska|n tenta|ng ketentua|n 

umum 

b. Ba|b II (dua|) terdiri da|ri 2 pa|sa|l ya|ng menjela|ska|n tenta|ng ma|ksud 

da|n tujua|n ya|ng terba|gi menja|di 2 ba|gia|n, ya|itu: ba|gia|n kesa|tu 

tenta|ng ma|ksud, da|n ba|gia|n kedua| tenta|ng tujua|n. 
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Pera|tura|n Da|era|h Reja|ng Lebong Nomor 2 Ta|hun 2021 Tenta|ng Penyelengga|ra|a|n 

Ketertiba|n Umum, Ketentra|ma|n Ma|sya|ra|ka|t da|n Perlindunga|n Ma|sya|ra|ka|t Pa|sa|l 2.  
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  Pera|tura|n Da|era|h Reja|ng Lebong Nomor 2 Ta|hun 2021 Tenta|ng Penyelengga|ra|a|n 

Ketertiba|n Umum, Ketentra|ma|n Ma|sya|ra|ka|t da|n Perlindunga|n Ma|sya|ra|ka|t Pa|sa|l 3.  
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c. Ba|b III (tiga|) terdiri da|ri 1 pa|sa|l ya|ng menjela|ska|n tenta|ng 

kewena|nga|n penyelengga|ra|a|n ketertiba|n umum, ketentra|ma|n 

ma|sya|ra|ka|t da|n perlindunga|n ma|sya|ra|ka|t. 

d. Ba|b IV (empa|t) terdiri da|ri 7 pa|sa|l ya|ng menjela|ska|n tenta|ng 

kewa|jiba|n penyelengga|ra|a|n ketertiba|n umum, ketentra|ma|n 

ma|sya|ra|ka|t da|n perlindunga|n ma|sya|ra|ka|t. 

e. Ba|b V (lima|) terdiri da|ri 63 pa|sa|l ya|ng menjela|ska|n tenta|ng 

ketertiba|n umum, ketentra|ma|n ma|sya|ra|ka|t da|n perlindunga|n 

ma|sya|ra|ka|t terba|gi menja|di 3 ba|gia|n, ya|itu: ba|gia|n kesa|tu tenta|ng 

ketertiba|n umum, ba|gia|n kedua| tenta|ng ketentra|ma|n ma|sya|ra|ka|t, 

da|n ba|gia|n ketiga| tenta|ng perlindunga|n ma|sya|ra|ka|t. 

f. Ba|b VI (ena|m) terdiri da|ri 2 pa|sa|l ya|ng menjela|ska|n tenta|ng 

pembina|a|n, pengenda|lia|n, da|n penga|wa|sa|n.
54

 

g. Ba|b VII (tujuh) terdiri da|ri 1 pa|sa|l ya|ng menjela|ska|n tenta|ng 

kerja|sa|ma| da|n koordina|si. 

h. Ba|b VIII (dela|pa|n) terdiri da|ri 1 pa|sa|l ya|ng menjela|ska|n tenta|ng 

pela|pora|n. 

i. Ba|b IX (Sembila|n) terdiri da|ri 1 pa|sa|l ya|n menjela|ska|n tenta|ng 

tunja|nga|n khusus. 

j. Ba|b X (sepuluh) terdiri da|ri 1 pa|sa|l  ya|ng menjela|ska|n tenta|ng 

penda|na|a|n. 
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k. Ba|b XI (sebela|s) terdiri da|ri 1 pa|sa|l ya|ng menjela|ska|n tenta|ng 

ketentua|n penyidika|n. 

l. Ba|b XII (dua| bela|s) terdiri da|ri 1 pa|sa|l ya|ng menjela|ska|n tenta|ng 

sa|nksi a|dministra|tive. 

m. Ba|b XIII (tiga| bela|s) terdiri da|ri 2 pa|sa|l  ya|ng menjela|ska|n tenta|ng 

ketentua|n pida|na|. 

n. Ba|b XIV (empa|t bela|s) terdiri da|ri 2 pa|sa|l ya|ng menjela|ska|n tenta|ng 

ketentua|n da|n la|in-la|in. 

o. Ba|b XV (lima| bela|s) terdiri da|ri 2 pa|sa|l ya|ng menjela|ska|n tenta|ng 

ketentua|n penutup.
55

 

Da|la|m penelitia|n ini penulis a|ka|n fokus mengka|ji pa|da| ba|b V ya|itu 

tenta|ng tertib ja|la|n, a|ngkuta|n ja|la|n da|n a|ngkuta|n sunga|i ya|ng dijela|ska|n 

da|la|m pa|sa|l 13 a|ya|t (5) berisi tenta|ng : 

ñSetia|p ora|ng a|ta|u ba|da|n dila|ra|ng mela|kuka|n perbua|ta|n ya|ng 

menga|kiba|tka|n kerusa|ka|n da|n/ a|ta|u ga|nggua|n fungsi ja|la|n pa|da| ja|la|n 

da|era|hò.
56
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BA |B III  

GA |MBA |RA |N UMUM  

A. Ka|bupa|ten Reja|ng Lebong 

1. A |spek Geogra|fis 

 Seca|ra| geogra|fis Reja|ng Lebong a|da|la|h sa|la|h sa|tu da|ri bebera|pa|  

ka|bupa|ten ya|ng terleta|k di provinsi Bengkulu.
57

  Ka|bupa|ten Reja|ng 

Lebong denga|n terleta|k pa|da| posisi 102°19'-102°57' Bujur Timur da|n 

2°22'07''- 3°31' Linta|ng Sela|ta|n.
58

 Ka|bupa|ten ini terleta|k di Lua|k Ulu 

Musi Sebua|h lemba|h ditenga|h ra|ngka|ia|n Bukit Ba|risa|n da|n berja|ra|k 85 

Km da|ri kota| Bengkulu ya|ng merupa|ka|n ibu kota| provinsi.  berba|ta|sa|n 

denga|n Ka|bupa|ten Lebong da|n Musi Ra|wa|s  di ba|gia|n Uta|ra|, Kota| 

Lubuk Lingga|u da|n Musi Ra|wa|s diba|gia|n timur, Ka|bupa|ten Kepa|hia|ng 

da|n Empa|t La|wa|ng diba|gia|n Sela|ta|n, Bengkulu tenga|h da|n Bengkulu 

sela|ta|n diba|gia|n Ba|ra|t. Ibu kota| da|ri ka|bupa|ten Reja|ng  Lebong a|da|la|h 

kota| curup kota| ya|ng bera|da| pa|da| ketinggia|n 600-700 mdpl. Ka|bupa|ten 

Reja|ng lebong Provinsi Bengkulu seca|ra| keseluruha|n memiliki lu a|s 

wila|ya|h 1.515,76 km2
59

 ya|ng terdiri da|ri:  
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Gambar 3.1 

Luas wilayah Kabupaten Rejang Lebong 

60
 

Ta|bel 3.1 

Ba|ta|s-ba|ta|s Ka|bupa|ten Reja|ng Lebong 

Ba|ta|s Wila|ya|h 

Uta|ra| Ka|bupa|ten Lebong 

Sela|ta|n Ka|bupa|ten Kepa|hia|ng 

Timur Ka|bupa|ten Musi Ra|wa|s 

Ba|ra|t Ka|bupa|ten Bengkulu Uta|ra| 

 

 Sebela|h Uta|ra| denga|n Gunung Sebela|t da|n Gunung Sebla|t, 

Sebela|h Sela|ta|n denga|n bukit Rindu dihuta|n, Sebela|h timur denga|n bukit 

Ba|risa|n. Sebela|h Ba|ra|t denga|n sa|mudra| Indonesia|. 
61
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2. A |spek Topogra|fi  

 Seca|ra| topogra|fi, Ka|bupa|ten Reja|ng Lebong merupa|ka|n da|era|h 

ya|ng berbukit-bukit, terleta|k pa|da| da|ta|ra|n tinggi pegununga|n Bukit 

Ba|risa|n denga|n ketinggia|n 1000 hingga| 1500 mdpl a|ta|u sebesa|r 25.20% 

da|n 23,12% a|ta|u 35.841 Hekta|re wila|ya|h ka|bupa|ten ini bera|da| di 

ketinggia|n 750-1000 mdpl. Sela|njutnya| 17.79 persen  a|ta|u 24.477 hekta|re 

bera|da| di ketinggia|n 0-250, 15,27 persen a|ta|u 23.672 hekta|re bera|da| di  

ketinggia|n 250-500 mdpl, 16,64 persen a|ta|u 25.798 hekta|re bera|da| 

diketinggia|n 500-750  mdpl, 3,92 persen a|ta|u 6.077 hekta|re bera|da| di 

ketinggia|n 500-1.000 mdpl, da|n 0.16 persen la|innya| a|ta|u selua|s 255 

hekta|re bera|da| di ketinggia|n lebih da|ri 2000 mdpl. 
62

 

 Seca|ra| umum kondisi fisik Ka|bupa|ten Reja|ng Lebong seba|ga|i 

berikut: Kelerenga|n: da|ta|r sa|mpa|i bergelomba|ng, Jenis Ta|na|h: A |ndosol, 

Regosol, Podsolik, La|ta|sol da|n A |lluvia|l, Tekstur Ta|na|h: seda|ng, 

lempung da|n sedikit berpa|sir denga|n pH ta|na|h 4,5 ï7,5 , Keda|la|ma|n 

efektif Ta|na|h : seba|gia|n besa|r terdiri a|ta|s keda|la|ma|n 60 cm hingga| lebih 

da|ri 90 cm, seba|gia|n terda|pa|t erosi ringa|n denga|n tingka|t pengikisa|n 0 ï 

10 %. Ka|bupa|ten Reja|ng Lebong tergolong da|era|h a|gra|ris ya|ng sejuk 

ba|nya|k mengha|silka|n berba|ga|i produk ha|sil bumi berupa| perta|nia|n. 

63
Ka|bupa|ten Reja|ng Lebong terleta|k pa|da| ketinggia|n kura|ng da|ri 100 

meter da|ri a|ta|s permuka|a|n la|ut, selua|s 2.250 H, 100 ï 500 m di a|ta|s 
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Lebong, 2021), 2-3.   
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permuka|a|n la|ut selua|s 48.324 ha|, ketinggia|n 500 ï 1.000 m selua|s 64.345 

ha|, da|n pa|da| ketinggia|n 1.000 m kea|ta|s selua|s 36.657 ha|.
64

 

3. Keca|ma|ta|n ya|ng a|da| dika|bupa|ten Reja|ng Lebong 

 Seca|ra| umum, ra|ta|-ra|ta| keca|ma|ta|n di Ka|bupa|ten Reja|ng Lebong 

terleta|k pa|da|  ketinggia|n 750 hingga| 1500 meter dia|ta|s permuka|a|n la|ut, 

sementa|ra| itu terda|pa|t lima|  keca|ma|ta|n ya|ng terleta|k pa|da| ketinggia|n 

diba|wa|h 250 meter dia|ta|s permuka|a|n la|ut ya|itu  Keca|ma|ta|n Kota| 

Pa|da|ng, Keca|ma|ta|n Sinda|ng Beliti Ilir, Keca|ma|ta|n Pa|da|ng Ula|k 

Ta|nding,  Keca|ma|ta|n Binduria|ng da|n Keca|ma|ta|n Sinda|ng Beliti Ulu.
65

 

 Ka|bupa|ten Reja|ng Lebong memiliki 15 keca|ma|ta|n ya|ng meliputi 

156 Desa| a|ta|u kelura|ha|n, dia|nta|ra|nya| 

a. Keca|ma|ta|n Berma|ni Ulu denga|n 12 desa| 

b. Keca|ma|ta|n Berma|ni Ulu Ra|ya| denga|n 10 desa| 

c. Keca|ma|ta|n Binduria|ng denga|n 5 desa| 

d. Keca|ma|ta|n Curup denga|n 9 kelura|ha|n 

e. Keca|ma|ta|n Curup Sela|ta|n denga|n 2 kelura|ha|n da|n 9 desa| 

f. Keca|ma|ta|n Curup tenga|h denga|n 9 kelura|ha|n da|n 1 desa| 

g. Keca|ma|ta|n Curup Timur denga|n 4 kelura|ha|n da|n 5 desa| 

h. Keca|ma|ta|n Curup Uta|ra| denga|n 2 kelura|ha|n da|n 12 desa|

66
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i. Keca|ma|ta|n Kota| Pa|da|ng denga|n 3 kelura|ha|n da|n 7 desa| 

j. Keca|ma|ta|n Pa|da|ng Ula|k Ta|nding denga|n 1 kelura|ha|n da|n 14 desa| 

k. Keca|ma|ta|n Selupu Reja|ng denga|n 3 kelura|ha|n da|n 11 desa| 

l. Keca|ma|ta|n Sinda|ng Beliti Ulu denga|n 9 desa| 

m. Keca|ma|ta|n Sinda|ng Beliti Ilir denga|n 10 desa| 

n. Keca|ma|ta|n Sinda|ng Da|ta|ra|n denga|n 6 desa| 

o. Keca|ma|ta|n Sinda|ng Kelingi 1 kelura|ha| da|n 11 desa| 
67

 

B. Desa| Ta|ba|rena|h Kecamatan Curup Utara 

 Desa| bera|sa|l da|ri ba|ha|sa| Sa|nsekerta| ya|itu dhesi, ya|ng bera|rti  

ta|na|h kela|hira|n a|ta|u ta|na|h tumpa|h da|ra|h. Da|la|m ka|mus Besa|r  Ba|ha|sa| 

Indonesia| (1993) disebutka|n desa| a|da|la|h: (1) sekelompok  ruma|h di lua|r kota| 

ya|ng merupa|ka|n kesa|tua|n ka|mpung, dusun; (2)  udik a|ta|u dusun da|la|m a|rti 

da|era|h peda|la|ma|n seba|ga|i la|wa|n kota|; (3)  tempa|t, ta|na|h, da|era|h.
68

 

 Desa| merupa|ka|n ba|gia|n da|ri ka|bupa|ten/kota| ya|ng merupa|ka|n 

kesa|tua|n ma|sya|ra|ka|t hukum ya|ng memiliki ba|ta|s wila|ya|h ya|ng berwena|ng 

untuk menga|tur da|n mengurus urusa|n pemerinta|ha|n, kepentinga|n 

ma|sya|ra|ka|t setempa|t berda|sa|rka|n pra|ka|rsa| ma|sya|ra|ka|r, ha|k a|sa|l-usul, serta| 

ha|k tra|disiona|l ya|ng dia|kui da|n dihorma|ti da|la|m system pemerinta|ha|n 

Nega|ra| kesa|tua|n republic Indonesia|. Setia|p desa| ya|ng a|da| di Indonesia| a|da| 
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2022), 1.  
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ya|ng mempunya|i ka|ra|kteristik sendiri, sehingga| a|da| ya|ng menyebut desa| 

denga|n sebuta|n la|in sesua|i kea|rifa|n loca|l ma|sya|ra|ka|t desa|.
69

 

  Ba|nya|k desa| ya|ng a|da| di republik ini ma|ka| da|pa|t dila|kuka|n 

pena|ta|a|n oleh pemerinta|h pusa|t da|n pemerinta|h da|era|h. Bentuk-bentuk 

pena|ta|a|n ya|ng da|pa|t dila|kuka|n a|da|la|h meliputi pembentuka|n, pengha|pusa|n, 

pengga|bunga|n, peruba|ha|n sta|tus, da|n peneta|pa|n desa|. A |da|nya| pena|ta|a|n desa| 

tersebut mempunya|i tujua|n: 

a. Mewujudka|n efektivita|s penyelengga|ra|a|n pemerinta|ha|n desa| 

b. Mempercepa|t peningka|ta|n keseja|htera|a|n ma|sya|ra|ka|t desa| 

c. Mempercepa|t peningka|ta|n kua|lita|s pela|ya|na|n public 

d. Meningka|tka|n kua|lita|s ta|ta| kelola| pemerinta|ha|n desa| da|n 

e. Meningka|tka|n da|ya| sa|ing desa|.
70

 

 Desa| da|la|m system ta|ta| Nega|ra| Indonesia| merupa|ka|n ba|gia|n 

da|ri penyelengga|ra| pemerinta|h, meskipun kewena|nga|n ya|ng diberika|n tida|k 

seperti pemerinta|ha|n da|era|h. Oleh ka|rena| itu, penyelengga|ra| pemerinta|ha|n 

di desa| dila|kuka|n oleh pemerinta|ha|n desa|.  

1. Seja|ra|h Desa| Ta|ba|rena|h 

 Desa| ta|ba|rena|h dulunya| sebua|h ta|la|ng a|ta|u lebih tepa|tnya| 

sekelompok peta|ni ya|ng perkebuna|nnya| terleta|k diwila|ya|h ta|ba|rena|h da|n 

berpondok kelompok Desa| Ta|ba|rena|h ya|ng seba|gia|n besa|r bera|sa|l da|ri 
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Desa| Perbo. Lebih tepa|tnya| wa|rga|nya| kini seba|gia|n besa|r bera|sa|l da|ri 

desa| Perbo da|n Dusun Curup. Da|n la|ma| kela|ma|a|n bena|r-bena|r menja|di 

sebua|h desa| ya|ng a|ka|n teta|pi belum a|da|nya| kepa|la| desa| ma|sih 

menginduk ke Dusun Sa|wa|h. Ma|ka| da|la|m seja|ra|h Desa| Ta|berena|h da|n 

Dusun sa|wa|h sa|ma|-sa|ma| dipimpin oleh pesira|h ya|ng sa|ma|. Lebih 

tepa|tnya| sekeca|ma|ta|n Curup Uta|ra| ini.
71

 

 Pa|da| ta|ngga|l 27 september 1945 di desa| Ta|ba|rena|h terja|di 

pertempura|n di kota| Curup a|nta|ra| ra|kya|t denga|n Jepa|ng. Ra|kya|t 

memusa|tka|n kekua|ta|n di dusun Ta|ba|rena|h. Jepa|ng mengirim utusa|n 

denga|n memba|wa| a|nca|ma|n-a|nca|ma|n. Koma|ndo di Ta|brena|h disera|hka|n 

Kepa|da| Sta|f Ba|ta|lyon R. Iska|nda|r Isma|lil diba|ntu kepa|la| 

mobilisa|si/la|tiha|n ka|rya| MZ.Ra|nni pa|da| ta|ngga|l 30 desember 1945, 

menjela|ng fa|ja|r Jepa|ng menyera|ng Ta|ba|rena|h. Jemba|ta|n Ta|ba|rena|h 

menja|di A |ja|ng Perebuta|n perta|ha|na|n kedua| bela| piha|k. 

Ketida|kseimba|nga|n persenja|ta|a|n a|khirnya| Jepa|ng da|pa|t ma|suk Desa| 

Ta|berena|h da|n denga|n memba|bi buta| menemba|k da|n memba|ka|r ruma|h-

ruma|h ra|kya|t teruta|ma| Ta|la|ng a|ta|u Dusun Pa|ga|r Bula|n ya|ng menja|di 

ba|gia|n dusun I denga|n na|ma| ga|ng perjua|nga|n. 

 Pertempura|n di desa| Ta|ba|rena|h merupa|ka|n pertempura|n besa|r 

a|nta|ra| ra|kya|t denga|n tenta|ra| jepa|ng di da|era|h Bengkulu. da|la|m 

pertempura|n korba|n tewa|s da|n luka|-luka| da|ri piha|k jepa|ng menca|pa|i 90 

ora|ng, sementa|ra| korba|n tewa|s piha|k ra|kya|t lebih da|ri 250 ora|ng. 
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Pertempura|n di Ta|ba|rena|h ini menya|da|rka|n jepa|ng beta|pa| sema|nga|tnya| 

ra|kya|t Indonesia| di da|era|h Reja|ng Lebong memperta|ha|nka|n 

kemerdeka|a|n sehingga| koma|nda|n Jepa|ng ya|itu Ino Mia| pa|da| ta|ngga|l 31 

desember 1945 mengha|da|p presiden Indra| Tja|ya| untuk berda|ma|i. 
72

 

 Ma|ka| desa| Ta|ba|rena|h dika|ta|ka|n desa| perjua|nga|n da|n seba|ga|i 

sa|ksi terja|dinya| pepera|nga|n pa|da| sa|a|t itu denga|n peningga|la|n ponda|si 

jemba|ta|n la|ma| da|n ma|sih ruma|h sisa| pemba|ka|ra|n tenta|ra| Jepa|ng ya|ng 

bentuknya| belum beruba|h.
73

 

Ta|bel 3.2 

Seja|ra|h desa| da|n kepa|la| desa| Ta|ba|rena|h da|ri ma|sa| ke ma|sa|. 

Ta|hun Peristiwa| 

1935-1945 Ta|ba|rena|h ma|sih ma|suk ba|gia|n 

da|ri ma|rga| ya|ng mungkin 

keca|ma|ta|n ya|ng berna|ma| ma|rga| 

berma|ni ulu ya|ng beribukota| Dusun 

Sa|wa|h pesira|h berna|ma| A |bdul 

Kha|lik ya|ng berwila|ya|h ma|rga| 

merigi. 

1945-1950 Denga|n Pesira|h Buyung 

1950-1965 Pesira|h A |bdul Sa|ni 

1965-1970 Pesira|h Sa|birin Ra|him 

1970-1975 Pesira|h Ra|mli 

1975 Pesira|h A |bdul A |lja|ba|r 

 Kepa|la| Desa| Bdur A |lim Ta|ba|rena|h 

ini menca|kup Da|ta|rn ta|pus hingga| 

Pa|l 100  
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 Pemerinta|h Ka|bupa|ten Reja|ng Lebong Dina|s Pa|riwisa|ta|, Fa|bulous Reja|ng Lebong, 30.  
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 Kepa|la| Desa| Sa|min 

 Kepa|la| Desa| A |bdul Gha|fur 

 Kepa|la| Desa| M.Yusuf 

 Kepa|la| Desa| Za|inudin 

1978-1992 Desa| Ta|ba|rena|h kepa|la| Desa| Ra|mli 

da|n pa|da| ta|hun 1980 Desa| 

Pa|hla|wa|n terpisa|h da|ri Ta|ba|rena|h 

1993-1995 Kepa|la| Desa| Suha|ini 

1995-2000 Kepa|la| desa| Plt. Ilot 

2000-2006 Kepa|la| Desa| Sulta|n Ja|mil 

2009-2015 Kepa|la| Desa| Jhoni A | 

2015-2016 Pjs Herma|n 

2016-2022 Kepa|la| Desa| Komi A |rya|ni 

 

2. Kondisi Umum Desa| 

a. Peta| Desa| Ta|ba|rena|h 

Gambar 3.2 

Peta Desa Tabarenah Kecamatan Curup Utara 
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b. Ba|ta|s wila|ya|h  

Sebela|h Timur : Desa| Ta|njung Beringin 

Sebela|h Uta|ra| : Desa| Da|ta|ra|n Ta|pus 

Sebela|h Ba|ra|t : Desa| Suka| Da|ta|ng da|n Suka|ra|mi 

Sebela|h Sela|ta|n: Desa| Pa|hla|wa|n 

c. Lua|s Wila|ya|h 

 Lua|s desa| Ta|brena|h Sekita|r 475 Ha|. Pa|da| umunya| Penduduk 

Desa| Ta|ba|rena|h a|da|la|h Peta|ni. 

d. Kea|da|a|n Topogra|fi  

 Seca|ra| Umum Kea|da|a|n Topogra|fi Desa| Ta|ba|rena|h a|da|la|h 

da|era|h Da|ta|ra|n tinggi da|n da|era|h perbukita|n ya|ng ketinggia|nnya| ± 

900 M da|ri permuka|a|n la|ut, kea|da|a|n suhu ra|ta|-ra|ta| 17,25 . Ja|ra|k 

desa| Ta|brena|h menja|di Pusa|t Pemerinta|ha|n desa| (Ka|ntor Kepa|la| 

Desa| Ke Keca|ma|ta|n : ± 1KM.
74

 

e. Iklim  

 Iklim desa| Ta|ba|rena|h seba|ga|ima|na| desa|-desa| la|in diwila|ya|h 

Indonesia| beriklim tropis denga|n dua| musim, ya|kni Kema|ra|u da|n 

huja|n.  

 

 

 

 

                                                

74
 Rita| A |ria|nsi, Sekreta|ris Desa| Ta|ba|rena|h, Wa|wa|nca|ra|, Di Ruma|h Kedia|ma|n Ibu Rita| 

A |ria|nsi, Ha|ri Sa|btu, Ta|ngga|l 25 Ma|ret 2023, Wa|ktu 14.30 WIB. 



46 

 

 

3. Sumber Da|ya| Ma|nusia| 

Ta|bel 3.3 

Da|ta| Sumber Da|ya| ma|nusia| 

1. Da|ta| Penduduk Desa| ta|brena|h 

La|ki-La|ki Perempua|n Jumla|h 

557 535 1092 

 

 

a. Potensi da|n perseba|ra|n penduduk berda|sa|rk a|n tingka|t 

pendidika|n 

 

SD SMP SMA | DI-SIII 

671 167 195 70 

 

 

b. Potensi penduduk berda|sa|rk a|n kelompok umur 

Renta|ng Usia| Jumla|h(Jiwa|) 

0-4Ta|hun 55 

5-19 Ta|hun 421 

19-49 Ta|hun 300 

50-59 Ta|hun 180 

60 da|n Seterusnya| 105 

 

c. Potensi penduduk berda|sa|rk a|n pekerja|a|n 

 

 Jenis Pekerja|a|n Jumla|h(Jiwa|) 

PNS/TNI/Polri 5 

Peda|ga|ng 20 
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Peta|ni 1.115 

Buruh Ta|ni 36 

Pega|wa|i Negeri 9 

Peterna|k A |ya|m 5 

Ja|sa| 20 

Tuka|ng Ka|yu 35 

Tuka|ng Ba|tu 25  

Pensiuna|n LVRI 35 

Industri A |ta|u Penggilinga|n Pa|di 8 

 

    Ta|bel 3.4 

   Da|ta| Sumber Da|ya| Ma|nusia| 

4. Sumber Da|ya| A |la|m 

 

Jenis SDA | Lua|s 

Perkebuna|n 253 Ha| 

Persa|wa|ha|n  299 Ha| 

Da|na|u - 

Sunga|i 2 

Huta|n Ra|kya|t 313 Ha| 

Huta|n Lindung 200 Ha| 

 

Ta|bel 3.5 

Da|ta| Potensi Bangunan 

5. Potensi Ba|nguna|n 

 

Jenis Ba|nguna|n Jumla|h(Unit) 

Ma|sjid da|n Musha|la|h 4 
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Psa|ra|na| Keseha|ta|n 2 

Perka|ntora|n 5 

Psa|ra|na| Ola|hra|ga| 1 

Sa|ra|na| pa|riwisa|ta| 2 

Pa|sa|r - 

 

6. Struktur Desa| t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ka|si 

Pemerintahan 
Lova| 

 

Kepa|la| Desa| 
Komi A |rya|di 

 

Sekreta|ris 
Desa| 

Rita| A |ria|nsi 
 

Ka|ur Ta|ta| 
Usa|ha| 

Pra|tiwi Lubis 

 

Ka|ur 
Keua|nga|n 

Endo Rina|ndo 

 

Ka|ur 
Perenca|na|a|n 

Suhida|r Fitri 

 

Ka|sih Kesra| 
Helda| k 

 

Ka|si 
Reka| 

 

Ka|dus  I 
Kha|irussa|mi 

 

Ka|dus II 
Ga|nda| Febria|nsya|h 
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7. Kea|da|a|n Struktur Sosia|l, Kultur d a|n Buda|ya| Ma|sya|ra|ka|t Desa| 

Ta|ba|rena|h
75

 

 Perpektif buda|ya| ma|sya|ra|ka|t Desa| Ta|ba|rena|h ma|sih sa|nga|t 

kenta|l denga|n buda|ya| Reja|ng, wa|la|upun buda|ya|-buda|ya| da|ri suku la|in 

misa|lnya| ja|wa| da|n sunda| da|ri suku la|innnya| juga| a|da|. Ha|l ini da|pa|t 

dimengerti ka|rena| ha|mper semua| desa| di Ka|bupa|ten Reja|ng Lebong 

ma|sih kua|t penga|ruh kera|ja|a|n Reja|ng Lebong. 

 Da|ri la|ta|r bela|ka|ng, kita| bisa| meliha|t a|spek buda|ya| da|n socia|l 

ya|ng berpenga|ruh da|la|m kehidupa|n ma|sya|ka|ra|t. Dida|la|m hubunga|nnya| 

denga|n a|ga|ma| ya|ng dia|nut misa|lnya|, isla|m seba|ga|i a|ga|ma| ma|yorita|s 

ya|ng dia|nut ma|sya|ra|ka|t, da|la|m menja|la|nka|nnya| sa|nga|t kenta|l tra|disi 

buda|ya| Reja|ng. 

 Tra|disi buda|ya| reja|ng sendiri berkemba|ng denga|n ba|nya|k 

dipenga|ruhi ritua|l-ritua|l a|ta|u keperca|ya|a|n ma|sya|ra|ka|t sebelum a|ga|ma| 

isla|m ma|suk. Ha|l ini menjela|ska|n menga|pa| kegia|ta|n kegia|ta|n 

peringa|ta|n-peringa|ta|n kea|ga|ma|a|n ya|ng dima|sya|ra|ka|t teruta|ma| isla|m, 

ka|rena| dipeluk ma|sya|ra|ka|t, da|la|m menja|la|nka|nnnya| muncul kesa|n 

nua|nsa| tra|disinya|. A |ta|u kegia|ta|n-kegia|ta|n buda|ya| ya|ng berca|mur denga|n 

nua|nsa| a|ga|ma| isla|m. Contoh ya|ng kita| bisa| liha|t a|da|la|h peringa|ta|n 

ma|ulid na|bi, Isra| Miôra|j, kegia|ta|n Khita|na|n, Umbung, Betoôok (Kegia|ta|n 

gotong royong Perta|nia|n). 
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 Seca|ra| individua|l da|la|m kelua|rga| ma|sya|ra|ka|t desa| Ta|ba|rena|h, 

Tra|disi Reja|ng la|ma| dipa|du denga|n a|ga|ma| isla|m, juga| teta|p dpega|ng. 

Tra|disi ini dila|kuka|n sela|in seba|ga|i keperca|ya|a|n ya|ng ma|sih diya|kini 

seka|ligus diguna|ka|n seba|ga|i ba|gia|n ca|ra| untuk bersosia|lisa|si da|n 

berintera|ksi dima|sya|ra|ka|t. Misa|lnya|: tra|disi ya|sina|n da|n ta|hlila|n, 

dila|ksa|na|ka|n pa|da| usia| keha|mila|n mema|suki usia| 5 bula|n, da|n A |qiqa|h 

pa|da| ba|yi ya|ng ba|ru la|hir (Suko Cupik). 

 Teta|pi ya|ng perlu diwa|spa|da|i a|da|la|h muncul da|n 

berkemba|ngnya| pema|ha|ma|n keya|kina|n terha|da|p a|ga|ma| a|ta|upun 

keperca|ya|a|n ya|ng tida|k bera|ka|r da|ri pema|ha|ma|n terha|da|p tra|disi da|n 

buda|ya| ma|sya|ra|ka|t ya|ng suda|h a|da|. Ha|l ini menga|kiba|tka|n munculnya| 

kerenga|nga|n socia|l di ma|sya|ra|ka|t da|n geseka|n a|nta|ra| ma|sya|ra|ka|t.
76
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BA |B IV  

HA |SIL PENELITI A |N 

 

A. Kebiasaan Masyarakat Desa Tabarenah Menjemur Kopi di Jalan Raya 

di Tinjau dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang 

penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan 

Perlindungan Masyarakat. 

 Pemerinta|ha|n Desa| a|da|la|h penyelengga|ra|a|n urusa|n 

pemerinta|ha|n da|n kepentinga|n ma|sya|ra|ka|t setempa|t da|la|m sistem 

pemerinta|ha|n Nega|ra| Kesa|tua|n Republik Indonesia|.
77

 Pemerinta|h Desa| 

a|da|la|h Kepa|la| Desa| a|ta|u ya|ng disebut denga|n na|ma| la|in diba|ntu pera|ngka|t 

Desa| seba|ga|i unsur penyelengga|ra| Pemerinta|ha|n Desa|.
78

 Ba|da|n tersebut 

dia|tur mela|lui Pera|tura|n Pemerinta|h Nomor 72 Ta|hun 2005 tenta|ng 

Pemerinta|ha|n Desa|, ya|ng dikelua|rka|n untuk mela|ksa|na|ka|n ketentua|n Pa|sa|l 

216 a|ya|t (1) Unda|ng-Unda|ng Nomor 23 Ta|hun 2014 tenta|ng Pemerinta|ha|n 

Da|era|h. Pemimpin pemerinta|ha|n desa| seba|ga|ima|na| dima|ksud da|la|m Pa|sa|l 

14 a|ya|t (1) A |linea| kedua| a|da|la|h kepa|la| desa| ya|ng berta|nggung ja|wa|b a|ta|s 

penyelengga|ra|a|n pemerinta|ha|n, pemba|nguna|n, da|n urusa|n sosia|l.
79

 

 Otonomi tersebut memberika|n ha|k, wewena|ng, da|n kewa|jiba|n 

kepa|da| Pemerinta|h Provinsi/Ka|bupa|ten/Kota| untuk menga|tur da|n 
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Pa|sa|l 1 A|ya|t (2) Unda|ng-Unda|ng Nomor 32 Ta|hun 2004 Tenta|ng Desa|  
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Pa|sa|l 1 A|ya|t (3) Unda|ng-Unda|ng Nomor 32 Ta|hun 2004 Tenta|ng Desa|  

79
 Micho A|nggra|ini, ñImplementa|si Pera|tura|n Da|era|h Nomor 11 ta|hun 2017 Tenta|ng 

Penertiba|n Hewa|n Berka|ki Empa|t Da|la|m Kebupa|ten Musi Ra|wa|s Uta|ra| (Di Desa| Ma|ur Ba|ru) 

Berda|sa|rka|n Tinja|ua|n Siya|sa|h Dusturiya|h,ò Skripsi (Curup: Progra|m Studi Hukum Ta|ta| Nega|ra| 

Fa|kulta|s Sya|ria|h IA |IN Curup, 2022),53.   
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mengurus sendiri urusa|n pemerinta|h da|n kepentinga|n ma|sya|ra|ka|t.
80

 

Untuk itu Pemerinta|h Ka|bupa|ten Reja|ng Lebong a|ga|r tercipta|nya| ra|sa| 

a|ma|n da|n tentra|m da|la|m kehidupa|n ma|sya|ra|ka|t da|n terhinda|rnya| 

ma|sya|ra|ka|t da|ri ga|nggua|n sehingga| terwujudnya| kehidupa|n ma|sya|ra|ka|t 

ya|ng da|ma|i da|n seja|htera| meneta|pka|n Pera|tura|n Da|era|h Nomor 2 Ta|hun 

2021 Tenta|ng Penyelengga|ra|a|n Ketertiba|n Umum, Ketentra|ma|n 

Ma|sya|ra|ka|t da|n Perlindunga|n Ma|sya|ra|ka|t di Ka|bupa|ten Reja|ng Lebong.  

 Jalan raya adalah fasilitas umum yang disediakan untuk semua 

orang dan hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Jalan raya 

yang dimanfaatkan secara pribadi secara tidak sah atau sama dengan 

mengambil hak orang lain tanpa izin. 

 Pada dasarnya seseorang dapat menggunakan sebagian jalan raya 

untuk kepentingan pribadi selama kegiatan tersebut memiliki izin 

penggunaan jalan untuk hal lain selain lalu lintas. Namun dalam beberapa 

kasus di masyarakat masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan 

fungsi jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 Jika dilihat dari adanya warga atau penduduk yang menggunakan 

jalan raya untuk kepentingan pribadi maka tidak banyak mengandung 

kemaslahatannnya justru lebih banyak mengandung keburukan dan 

kerugiannnya. Seperti,  yang terjadi di Desa Tabarenah Kabupaten Rejang 

Lebong para penduduk atau warga yang menjemur kopi di  jalan raya 

oleh sebab itu maka yang terjadi jalan yang seharusnya merupakan hak 
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https://www.djkn.kemenkeu.go.id/a|rtikel/ba|ca|/12954/Kepa|la|-Da|era|h-Ma|u-Da|era|h-

Ma|ju.html Dia|kses Pa|da| 2 juni 2023 Pukul 20:37 WIB. 
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pengguna jalan justru dijadikan tempat untuk memenuhi kepentingan 

pribadi yang mengakibatkan ganggguan pada fungsi jalan dan diduga  

bisa menyebabkan kecelakaan. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan  pasal 

13 ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang  Lebong Nomor 2 tahun 

2021. 

 Selain itu, menjemur kopi di jalan raya ini juga bisa membuat 

jalanan menjadi macet dikarenakan saat mobil atau motor berpapasan 

salah satu pengendara harus berhenti karena bagian jalan yang digunakan 

untuk kegiatan selain lalu lintas. Tak hanya itu, kebiasaan masyarakat ini 

juga dapat merusak keindahan kota, apalagi jalan raya Tabarenah ini 

merupakan jalan lintas yang sering dilalui oleh pengendara yang 

menghubungkan antar kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong. 

 Da|n ya|ng menja|la|nka|n serta| memiliki kewena|nga|n da|la|m 

penertiba|n Pera|tura|n Da|era|h nomor 2 ta|hun 2021 ini ia|la|h piha|k 

pemerinta|h da|era|h mela|lui sa|tua|n polisi pa|mong pra|ja| (Sa|tpol-PP), ya|ng 

ma|na| tertera| pa|da| ba|b III tenta|ng kewena|nga|n penyelengga|ra|a|n 

ketertiba|n umum, ketentra|ma|n ma|sya|ra|ka|t da|n perlindunga|n ma|sya|ra|ka|t, 

Ba|b VII tenta|ng pembina|a|n, pengenda|lia|n da|n penga|wa|sa|n Pera|tura|n 

Da|era|h Ka|bupa|ten Reja|ng Lebong Nomor 2 Ta|hun 2021 Tenta|ng 

Penyelengga|ra|a|n Ketertiba|n Umum, Ketentra|ma|n Ma|sya|ra|ka|t Da|n 

Perlindunga|n Ma|sya|ra|ka|t meliputi : 
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BA |B III  

Kewena|nga|n Penyelengga|ra|a|n Ketertiba|n Umum, Ketentra|ma|n 

Ma|sya|ra|ka|t Da|n Perlindunga|n Ma|sya|ra|ka|t 

 

Pa|sa|l 4 

(1) Bupa|ti berwena|ng da|n berta|nggung ja|wa|b a|ta|s ketertiba|n umum, 

ketentra|ma|n ma|sya|ra|ka|t, da|n perlindunga|n ma|sya|ra|ka|t di wila|ya|h 

Da|era|h.
81

 

(2) Kewena|nga|n da|n berta|nggung ja|wa|b seba|ga|ima|na| dima|ksud pa|da| 

a|ya|t (1) dila|ksa|na|ka|n oleh Sa|tpol-PP, 

(3) Sa|tpol PP da|la|m mela|ksa|na|ka|n tuga|s da|n ta|nggung ja|wa|b 

seba|ga|ima|na| dima|ksud pa|da| a|ya|t (2), da|pa|t berkordina|si da|n 

mengikutserta|ka|n pera|ngka|t da|era|h da|n insta|nsi vertica|l terka|it.  

 

BA |B VI 

Pembina|a|n, Pengenda|lia|n , da|n Penga|wa|sa|n 

Pembina|a|n, pengenda|lia|n da|n penga|wa|sa|n terha|da|p penyelengga|ra|a|n 

ketentra|ma|n, ketertiba|n umum, da|n perlindunga|n ma|sya|ra|ka|t dila|kuka|n 

oleh Bupa|ti ma|lelui Sa|tpol-PP. 
82

 

 

 A |da|pun fa|ktor-fa|ktor ya|ng mempenga|ruhi terla|ksa|na|nya| 

Pera|tura|n Da|era|h Nomor 2 Ta|hun 2021 Penyelengga|ra|a|n Ketertiba|n 

Umum, Ketentra|ma|n Ma|sya|ra|ka|t da|n Perlindunga|n Ma|sya|ra|ka|t di desa 

Tabarenah a|da| fa|ktor pendukung da|n fa|ktor pengha|mba|t. 

a. Fa|ktor  Pendukung  

 Da|la|m Ka|mus Besa|r Ba|ha|sa| Indonesia| disebutka|n ba|hwa| fa|ktor 

a|da|la|h kea|da|a|n a|ta|u peristiwa| ya|ng menyeba|bka|n a|ta|u 

mempenga|ruhi terja|dinya| sesua|tu. Berda|sa|rka|n pengertia|n-pengertia|n 

tersebut ma|ka| da|pa|t disimpulka|n ba|hwa| fa|ctor a|da|la|h sua|tu kea|da|a|n 
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 Pera|tura|n Da|era|h Ka|bupa|ten Reja|ng Lebong Nomor 2 Ta|hun 2021 Tenta|ng 
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4. 
82
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a|ta|u peristiwa| ya|ng mempenga|ruhi sebua|h proses, ha|sil, a|ta|u 

presta|si.
83

 Berikut bebera|pa| informa|n ya|ng dita|nya|ka|n pa|da| sa|a|t di 

wa|wa|nca|ra|i mengena|i a|pa| sa|ja| ya|ng menja|di fa|ctor pendukung 

Pera|tura|n Da|era|h Ka|bupa|ten Reja|ng Lebong Nomor 2 Ta|hun 2021 

Tenta|ng Penyelengga|ra|a|n Ketertiba|n Umum, Ketentra|ma|n 

Ma|sya|ra|ka|t Da|n Perlindunga|n Ma|sya|ra|ka|t.  

 Sema|kin ba|nya|k fa|ktor pendukung penega|ka|n Pera|tura|n Da|era|h 

Ka|bupa|ten Reja|ng Lebong Nomor 2 Ta|hun 2021 Tenta|ng 

Penyelengga|ra|a|n Ketertiba|n Umum, Ketentra|ma|n Ma|sya|ra|ka|t Da|n 

Perlindunga|n Ma|sya|ra|ka|t ma|ka| a|ka|n sema|kin muda|h berja|la|n da|n 

terla|ksa|na|nya| pera|tura|n da|era|h ini. Seperti ya|ng dika|ta|ka|n oleh 

Ba|pa|k Indra| Ha|diwina|ta|, S.H.,M.T sela|ku Kepa|la| Ba|gia|n Hukum 

Sekreta|ria|t Da|era|h pa|da| sa|a|t di wa|wa|nca|ra|i mengena|i fa|ktor 

pendukung pemerinta|h denga|n diteta|pka|nnya| Pera|tura|n Da|era|h 

Ka|bupa|ten Reja|ng Lebong Nomor 2 Ta|hun 2021 Tenta|ng 

Penyelengga|ra|a|n Ketertiba|n Umum, Ketentra|ma|n Ma|sya|ra|ka|t Da|n 

Perlindunga|n Ma|sya|ra|ka|t ini menga|ta|ka|n: 

ñYa| da|ri piha|k pemerinta|h da|era|h tentunya| setuju da|n sa|nga|t 

mendukung denga|n diteta|pka|nnnya| pera|tura|n da|era|h nomor 2 ta|hun 

2021 tenta|ng penyelengga|ra|a|n ketertiba|n umum, ketentra|ma|n 

ma|sya|ra|ka|t da|n perlindunga|n ma|sya|ra|ka|t ka|rena| berka|ita|n denga|n 

ka|ntibum merupa|ka|n sa|la|h sa|tu urusa|n pemerinta|ha|n mengena|i 

kewena|nga|n da|era|h teruta|ma| kewena|nga|n pemerinta|h bida|ng 

ketertiba|n umum, ketentra|ma|n ma|sya|ra|ka|t ya|ng merupa|ka|n sa|la|h 

sa|tu urusa|n wa|jib ya|ng berka|ita|n denga|n pela|ya|na|n da|sa|r tentu 

tujua|n ya|ng dima|ksud ya|itu da|la|m ra|ngka| untuk mewujudka|n 
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sua|sa|na| kehidupa|n ma|sya|ra|ka|t ya|ng tertib, tentra|m, nya|ma|n, bersih 

da|n a|ma|n hingga| perlunya| a|da| sua|tu penga|tura|n kepa|da| ma|sya|ra|ka|t 

teruta|ma| ya|ng berka|ita|n denga|n ma|sa|la|h ka|ntibum.
84

 

 

 Denga|n a|da|nya| Pera|tura|n Da|era|h Nomor 2 Ta|hun 2021 Tenta|ng 

Penyelengga|ra|a|n Ketertiba|n Umum, Ketentra|ma|n Ma|sya|ra|ka|t Da|n 

Perlindunga|n Ma|sya|ra|ka|t ini da|pa|t mewujudka|n sua|sa|na| ya|ng a|ma|n, 

nya|ma|n, tertib da|n bersih. Dita|mba|hka|n denga|n ba|pa|k Sa|tua|n Polisi 

Pemong Pra|ja| ya|itu ba|pa|k Sa|msir A |la|m, SH. Seba|ga|i A |na|lis 

Kebija|ka|n pa|da| Sa|tpol-PP menga|ta|ka|n: 

ñKa|mi sa|nga|t sa|tuju da|n sa|nga|t mendukung seka|li inil a|h seba|ga|i 

pa|yung hukum ka|mi da|la|m menera|pka|n sua|tu a|tura|n di ma|sya|ra|ka|t 

ba|ik itu di orga|nisa|si da|n seba|ga|inya| denga|n a|da|nya| perda| ini a|da|la|h 

seba|ga|i senja|ta| ka|mi a|da| da|la|m a|rtia|n kita| buka|n ha|nya| mela|ra|ng 

sa|ja| ta|pi da|sa|rnya| tida|k a|da| ka|n tida|k bisa| da|n tida|k mungkin. Ka|mi 

sa|nga|t setuju denga|n a|da|nya| perda| ini ma|ka| ka|mi da|ri piha|k 

pemerinta|h a|da| menerbitka|n perda| sa|pu ja|ga|t ini perda| pra|ntibum 

suda|h menca|kup semua|nya| terma|suk perba|rua|n da|ri perda| nomor 2 

ta|hun 2021 ini da|n fa|ctor ya|ng sa|nga|t mendukung seka|li da|la|m 

pela|ksa|a|n perda| ini ya|itu berga|ntung a|da|nya| kesa|da|ra|n ma|sya|ra|ka|t 

ya|ng ka|mi ha|ra|pka|n ma|sya|ra|ka|t kita| memiliki ra|sa| memiliki kota| 

kita| ini ya|itu Reja|ng Lebong da|n dukunga|n da|ri piha|k-piha|k 

kea|ma|na|n mula|i da|ri tingka|t desa|, TNI, Polri, Ba|binsa| itu ya|ng 

sa|nga|t mendukung seka|li ba|gi ka|mi da|la|m penera|pa|n perda| ini 

dika|rena|ka|n mereka| berkecimpung la|ngsung denga|n ma|sya|ra|ka|t 

seba|ga|i mitra| ka|miò
85

 

 

 Da|ri ha|sil wa|wa|nca|ra| dia|ta|s a|da| juga| ya|ng menja|di fa|ktor 

pendukung da|ri piha|k pemerinta|h da|la|m menega|kka|n Pera|tura|n 

Da|era|h Ka|bupa|ten Reja|ng Lebong Nomor 2 Ta|hun 2021 Tenta|ng 

Penyelengga|ra|a|n Ketertiba|n Umum, Ketentra|ma|n Ma|sya|ra|ka|t Da|n 
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Perlindunga|n Ma|sya|ra|ka|t ini untuk disosia|lisa|sika|n kepa|da| 

ma|sya|ra|ka|t supa|ya| ma|sya|ra|ka|t bisa| mena|a|ti Pera|tura|n Da|era|h 

tersebut, dita|mba|hka|n juga| oleh ba|pa|k Sa|msir A |la|m, SH. sela|ku 

a|na|lis kebija|ka|n pa|da| Sa|tua|n Polisi Pa|mong Pra|ja| Menga|ta|ka|n: 

ñSetia|p ka|mi mela|kuka|n pa|troli di ka|bupa|ten reja|ng lebong ini ka|mi 

sela|lu menghimba|u kepa|da| ma|sya|ra|ka|t untuk mena|a|ti pera|tura|n da|n 

itu ka|mi a|ngga|p seba|ga|i sosia|lisa|si dika|ta|ka|n di seluruh lingkup 

reja|ng lebong ka|mi mela|kuka|nnya| jika| khusus untuk di da|era|h 

ta|ba|rna|h belum a|da| tentunya| kesa|da|ra|n ma|sya|ra|ka|t juga| menja|di 

fa|ctor ya|ng sa|nga|t mendukung ka|mi da|la|m pela|ksa|na|a|n perda| iniò
86

 

 

 Da|ri ha|sil wa|wa|nca|ra| dia|ta|s piha|k pemerinta|h khususnya| Sa|tua|n 

Polisi Pa|mong Pra|ja| suda|h ikut serta| da|la|m menertibka|n da|n 

mensosia|lisa|sika|n pera|tura|n da|era|h ya|ng terca|ntum da|la|m ba|b III 

pera|tura|n da|era|h ka|bupa|ten reja|ng lebong nomor 2 ta|hun 2021 

tenta|ng penyelengga|ra|a|n ketertiba|n umum, ketentra|ma|n a|msya|ra|ka|t 

da|n perlindunga|n ma|sya|ra|ka|t. Disa|mpa|ika|n juga| oleh Sekreta|ris 

Desa| ba|hwa|sa|nnya| Piha|k Pemerinta|h Sa|tua|n Polisi Pa|mong Pra|ja| 

juga| suda|h turut berpa|rtisipa|si dida|la|m pela|ksa|a|n Pera|tura|n Da|era|h 

ini, ia| menga|ta|ka|n:  

ñWa|ktu HUT Kota| Curup itu suda|h ditegur oleh piha|k Pol-PP ka|rena| 

menga|pa| dika|rena|ka|n perbua|ta|n ma|sya|ra|ka|t ya|ng seperti itu 

membua|t ja|la|n menja|di sempit ha|nya| sa|ja| kesa|da|ra|n ma|sya|ra|ka|t 

ya|ng ma|sih kura|ngò 

 

 Da|n disa|mpa|ika|n juga| sa|la|h sa|tu kepa|la| dusun 1 ya|ng 

mendukung denga|n diteta|pka|nnnya| Pera|tura|n da|era|h ini ya|ng 

menga|ta|ka|n: 
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ñTentu ka|mi sa|nga|t setuju denga|n diteta|pka|nnnya| Perda| ini 

dika|rena|ka|n perbua|ta|n ma|sya|ra|ka|t ya|ng seperti itu da|pa|t memba|wa| 

kepa|da| ba|ha|ya| ya|ng besa|r jika| pera|tura|n itu dita|a|ti juga| da|pa|t 

mengura|si resiko besa|r terja|dinya| kecela|ka|a|nò
87

 

 

  Kemba|li disa|mpa|ika|n sa|la|h sa|tu ma|sya|ra|ka|t ya|ng sa|nga|t 

mendukung denga|n diteta|pka|nnnya| Pera|tura|n Da|era|h ini. Ia| 

menga|ta|ka|n : 

ñSa|ya| seba|ga|i ma|sya|ra|ka|t sa|nga|t setuju denga|n a|da|nya| pera|tura|n 

da|era|h ini dika|rena|ka|n a|da|nya| Pera|tura|n da|era|h ini ma|sya|ra|ka|t a|ka|n 

lebih tertib, tida|k semba|ra|nga|n mela|ngga|r a|tura|n, ka|rena| pengguna| 

ja|la|n itu tida|k ha|nya| individu mela|inka|n untuk umum da|n ba|nya|k 

ora|ng. Denga|n a|da|nya| perbua|ta|n ma|sya|ra|ka|t ya|ng seperti itu cukup 

mengga|nggu da|n mema|ka|n ba|gia|n ja|a|n ketika| mengenda|ra|i motor 

da|n melinta|si desa| tersebut ka|mi terpa|ksa| melinda|s kopi ya|ng sa|nga|t 

berisiko tergelincirò
88

 

 

 Disa|mpa|ika|n juga| sa|la|h sa|tu pengguna| ja|la|n ya|ng sa|nga|t 

mendukung a|da|nya| pera|tura|n da|era|h tersebut: 

ñSa|ya| seba|ga|i pengguna| ja|la|n da|n juga| sering melinta|si ja|la|n 

Ta|ba|rena|h sa|ya| sa|nga|t setuju seka|li diteta|pka|nnnya| Pera|tura|n 

Da|era|h ini seba|ga|i bentuk perha|tia|n pemerinta|h dida|la|m ketertiba|n 

umum ini denga|n a|da|nya| Pera|tura|n Da|era|h ini da|pa|t mencipta|ka|n 

kehidupa|n ya|ng tertib, a|ma|n da|n da|ma|i. Seba|ga|i seora|ng pengguna| 

ja|la|n da|n  sa|ya| juga| sering  melinta|si ja|la|n Ta|ba|rena|h berda|sa|rka|n 

penga|la|ma|n perbua|ta|n ma|sya|ra|ka|t itu sa|nga|t mengga|nggu seka|li 

dulu wa|ktu ka|mi sepula|ng offroa|d da|n mobil ka|mi penuh denga|n 

lumpur ketika| ka|mi lewa|t ka|mi tida|k a|da| piliha|n la|in sela|in 

meninda|si kopi ma|reka| ka|rena| ba|da|n ja|la|n ya|ng tertutup oleh kopi 

da|n sa|a|t ka|mi meninda|si kopi mereka| mereka| ma|la|h ma|ra|h ke ka|mi 

dika|rena|ka|n mereka| mera|sa| dirugika|n da|n minta| ga|nti rugi ka|rena| 

kopi mereka| ya|ng lengket ke ba|n mobil ka|mi untuk itu seha|rusnya| 

perbua|ta|n seperti ini dila|ra|ng da|n dihentika|n ka|rena| sa|nga|t 

mengga|nggu seka|li da|n bisa| mengunda|ng ribut a|nta|r ma|sya|ra|ka|tò
89
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 Berda|sa|rka|n ha|sil wa|wa|nca|ra|  tersebut menunjuka|n ba|hwa| 

mereka| sa|nga|t mendukung denga|n a|da|nya| pera|tura|n da|era|h nomor 2 

ta|hun 2021 tenta|ng penyelengga|ra|a|n ketertiba|n umum, ketentra|ma|n 

ma|sya|ra|ka|t da|n perlindunga|n ma|sya|ra|ka|t, ha|nya| sa|ja| da|la|m 

pela|ksa|a|nnya| belum berja|la|n sesua|i denga|n ya|ng diinginka|n 

pemerinta|h  dika|rena|ka|n ma|sih ba|nya|k ya|ng menja|di fa|ktor 

pengha|mba|t da|la|m pengimplementa|sia|n Pera|tura|n Da|era|h tersebut. 

b. Fa|ktor Pengha|mba|t 

 Diliha|t dida|la|m pela|ksa|na|a|nnya| pera|tura|n da|era|h ka|bupa|ten 

nomor 2 ta|hun 2021 tenta|ng penyelengga|ra|a|n ketertiba|n umum, 

ketentra|ma|n ma|sya|ra|ka|t da|n perlindunga|n ma|sya|ra|ka|t ini khususnya| 

pa|sa|l 13 a|ya|t 5 belum berja|la|n a|ta|u belum terimplementa|sika|n sesua|i 

ya|ng diha|ra|pka|n ha|l ini sesua|i denga|n fenomena| ya|ng terja|di di Desa| 

Ta|ba|rena|h sa|mpa|i sa|a|t ini tentunya| ha|l ini terja|di dika|rena|ka|n a|da| 

fa|ctor pengha|mba|t da|la|m pela|ksa|na|a|n Pera|tura|n Da|era|h Ka|bupa|ten 

Reja|ng Lebong  nomor 2 ta|hun 2021 Tenta|ng Penyelengga|ra|a|n 

Ketertiba|n Umum, Ketentra|ma|n Ma|sya|ra|ka|t Da|n Perlindunga|n 

Ma|sya|ra|ka|t. Untuk pela|ksa|a|n penertiba|n ya|ng dila|kuka|n piha|k 

pemerinta|h ka|bupa|ten reja|ng lebong khususnya| belum begitu 

terla|ksa|na|ka|n. Dika|rena|ka|n a|da| bebera|pa| fa|ktor ya|ng mengha|mba|t 

dia|nta|ra|nya| 

 



60 

 

 

1) Kur a|ngnya| sosia|lisa|si oleh Pemerinta|h Da|era|h kepa|da| 

ma|sya|ra|ka|t 

 Da|la|m ha|l ini, sa|nga|t penting ba|gi pemerinta|h da|era|h 

da|n pena|nggung ja|wa|b penega|ka|n pera|tura|n da|era|h untuk 

terus menginforma|sika|n a|ta|u mensosia|lisa|ika|n kepa|da| 

ma|sya|ra|ka|t ba|hwa| kepa|tuha|n terha|da|p Pera|tura|n Da|era|h  

Ka|bupa|ten Reja|ng Lebong Nomor 2 Ta|hun 2021  Tenta|ng 

Penyelengga|ra|a|n Ketertiba|n Umum, Ketentra|ma|n Ma|sya|ra|ka|t 

Da|n Perlindunga|n Ma|sya|ka|ra|ka|t sa|nga|t penting untuk dita|a|ti 

a|ga|r tercipta|nya| ra|sa| a|ma|n da|n tentra|m da|la|m kehdupa|n 

ma|sya|ra|ka|t da|n terhinda|rnya| ma|sya|ra|ka|t da|ri ga|nggua|n 

sehingga| terwujudnya| kehidupa|n berma|sya|ra|ka|t ya|ng da|ma|i 

da|n seja|htera| seperti tujua|n ya|ng tertera| pa|da| pa|sa|l 3 

Pera|tura|n Da|era|h Ka|bupa|ten Reja|ng Lebong  nomor 2 ta|hun 

2021 Tenta|ng Penyelengga|ra|a|n Ketertiba|n Umum, 

Ketentra|ma|n Ma|sya|ra|ka|t Da|n Perlindunga|n Ma|sya|ra|ka|t Jika| 

ma|sya|ra|ka|t kura|ng memiliki pengeta|hua|n tenta|ng pera|tura|n 

da|era|h, mereka| a|ka|n kesulita|n untuk mema|tuhi pera|tura|n 

da|era|h tersebut. Seperti ya|ng disa|mpa|ika|n oleh Ba|pa|k Sa|msir 

A |la|m, SH. Sa|a|t diwa|wa|nca|ra|i mengena|i bera|pa| ka|lika|h 

sosia|lisa|si Pera|tura|n Da|era|h ini da|n terkhususnya| di Desa| 

Ta|ba|rena|h, ia| menga|ta|ka|n: 

ñSosia|lisa|si Jika| khusus di Desa| ta|ba|rena|h ka|mi belum perna|h 

mela|kuka|nnya| na|mum setia|p ka|mi mela|kuka|n pa|troli buka|n 
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ha|nya| da|era|h ta|ba|rena|h sa|ja| a|ta|u dikhususnya| di desa| tertentu 

itu belum ta|pi setia|p ka|mi mela|kuka|n Pa|troli ka|mi sela|lu 

menghimba|u kepa|da| ma|sya|ra|ka|t da|n itu ka|mi a|ngga|p itu 

seba|ga|i sosia|lisa|si jika| dikhususnya| membua|t a|ca|ra| 

sosia|lisa|si perda| ini belum ka|mi la|kuka|n. . Ka|mi mela|kuka|n 

nya| setia|p pa|troli jik a| dihitung persenta|senya| ma|ksima|l ka|mi 

da|la|m mela|kuka|n penyuluha|n da|n seba|ga|inya| a|ta|u ingin 

menya|mpa|ika|n ma|ksima|l ka|mi mela|kuka|nnnya| 1 bula|n 

dika|rena|ka|n rua|ng lingkup ka|mi tida|k ha|nya| di kota| curup 

sa|ja| mela|inka|n sa|mpa|i ke kepa|la| curup. Ka|mi setia|p bula|n 

mela|kuka|n pa|troli a|ta|u himba|ua|n kepa|da| ma|sya|ra|ka|t ma|sa|la|h 

penera|pa|n perda| da|n a|tura|n-a|tura|n ya|ng a|da| di Ka|bupa|ten 

Reja|ng Lebong. Jika| Pa|troli Ha|ria|n itu ka|mi la|kuka|n di Pa|sa|r-

Pa|sa|r da|n itu menja|di ta|nta|nga|n bera|t ba|gi ka|mi sela|ku 

Sa|tua|n Polisi Pa|mong Pra|ja|ò
90

 

 

 Pentingnya| mensosia|lisa|sika|n a|ta|u menginforma|sika|n 

mengena|i perda| ini kepa|da| ma|sya|ra|ka|t supa|ya| mereka| 

mengeta|hui da|n untuk terus tertib da|n mena|a|ti perda| ini 

teruta|ma| da|la|m ma|sa|la|h ketertiba|n umum ini, na|mum jika| 

ha|nya| dila|kuka|n pa|troli sa|ja| tida|k dikumpulka|n ma|sya|ra|ka|t 

seca|ra| la|ngsung a|ka|n kemungkina|n kecil mereka| mengeta|hui 

pera|tura|n da|era|h ya|ng a|da| da|n untuk mena|a|tinya|. Seperti 

ya|ng dijela|ska|n oleh Sekreta|ris Desa| : 

ñJika| Seca|ra| la|ngsung dikumpulka|n seperti membua|t a|ca|ra| 

sosia|lisa|si tida|k perna|h dila|kuka|n mungkin dika|rena|ka|n kita| 

didesa| ta|pi kema|ren itu wa|ktu a|da| kera|ma|ia|n itu a|da| tegura|n 

da|ri Sa|tpol-PP untuk tida|k menjemur kopi dija|la|n ra|ya|ò
91

 

 

 Ba|pa|k Kha|irussa|mi Sela|ku Ka|dus I juga| 

menya|mpa|ika|n: 
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ñJika| dila|kuka|nnnya| sosia|lisa|si oleh piha|k pemerinta|h itu 

belum perna|h dila|kuka|n oleh piha|k pemerinta|h, ta|pi ka|mi 

sela|ku pera|ngka|t desa| suda|h memberika|n himba|ua|n da|n 

na|seha|t kepa|da| ma|sya|ra|ka|t a|ga|r tida|k menjemur kopi dija|la|n 

ka|rena| ba|ha|ya|nya| besa|r ta|pi da|pa|t kita| liha|t juga| fa|kta| 

dila|pa|nga|nnya| mereka| tida|k mempunya|i la|ha|nò
92

 

 

 Disa|mpa|ika|n juga| oleh sa|la|h sa|tu ma|sya|ra|ka|t ya|ng 

menjemur kopinya| di  ja|la|n ra|ya|. Ia| menga|ta|ka|n : 

ñJika| himba|ua|n suda|h perna|h dila|kuka|n piha|k pol-PP kepa|da| 

desa| ka|mi na|mun da|la|m ha|l mela|kuka|n senga|ja| sosia|lisa|si itu 

belum perna|h dila|kuka|n sa|ma| seka|liò
93

 

 

 Da|ri penjela|sa|n dia|ta|s da|pa|t disimpulka|n 

ba|hwa|sa|nnya| kura|ngnya| kerja| sa|ma| a|nta|ra| piha|k pemerinta|h 

da|n ma|sya|ra|ka|t  serta| ini juga| ya|ng menja|di a|la|sa|n 

ma|sya|ra|ka|t tida|k mena|a|ti Pera|tura|n Da|era|h Nomor 2 Ta|hun 

2021 Tenta|ng Penyelengga|ra|a|n Ketertiba|n Umum, 

Ketentra|ma|n Ma|sya|ra|ka|t Da|n Perlindunga|n Ma|sya|ra|ka|t Ini.  

2) Fa|ktor Sa|ra|na| da|n Psa|ra|na| 

 Tentunya| memiliki sa|ra|na| da|n pra|sa|ra|na| ya|ng lengka|p 

a|da|la|h fa|ktor ya|ng mendukung da|la|m penega|ka|n pera|tura|n 

da|era|h. Untuk memuda|hka|n a|pa|ra|t penega|k hukum da|n piha|k 

ya|ng menega|kka|nnya|, sa|mpa|i sa|a|t ini Sa|tua|n Polisi Pa|mong 

Pra|ja| diba|ta|si oleh sa|ra|na| da|n pra|sa|ra|na| tersebut. Seperti 

ya|ng dika|ta|ka|n Oleh Ba|pa|k Sa|msir A |la|m, SH., sela|ku A |na|lis 
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Kebija|ka|n  Sa|tua|n Polisi Pa|mong Pra|ja| Ka|bupa|ten Reja|ng 

Lebong sa|a|t di wa|wa|nca|ra|i ia| menga|ta|ka|n: 

ñFa|ktor pengha|mba|t itu tida|k terla|lu pa|ling-pa|ling da|ri segi 

a|ngga|ra|n ya|ng kura|ng mendukung da|n ma|sih kura|ngnya| 

kesa|da|ra|n ma|sya|ra|ka|tò
94

 

 

 Sela|in itu belia|u juga| menga|ta|ka|n : 

 

ñKita| suda|h a|da| PPNS (Penyidik Pega|wa|i Negeri Sipil) ya|ng 

menga|tur ini suda|h a|da| 4 ora|ng kita| punya| da|ri reja|ng lebong 

ini terma|suk sa|ya| sendiri na|mun kita| terkenda|la| diba|gia|n 

Sa|tpol-PP Reja|ng Lebong ini a|da|la|h a|ta|sa|nnya| ya|ng belum 

penyidik, jika| pimpina|n nya| PPNS juga| ena|k seba|b a|pa| ka|mi 

bisa| membua|t sura|t perinta|h tuga|s ka|mi memproses sua|tu 

pela|ngga|ra|ra|n a|lurnya| ja|di la|ncar ka|rea| ka|mi ha|nya| seba|ta|s 

memberi tegura|n, pembina|a|n, ya|itu da|la|m a|rtia|n sa|nksi 

a|dministra|si ya| ka|lo dia| itu pela|ngga|rnya| mengguna|ka|n izin 

da|n seba|ga|inya|inya| izinnya| bisa| kita| ta|rikò
95

 

 

 Berja|la|nnnya| sua|tu Pera|tura|n Da|era|h Sa|tua|n Polisi 

Pa|mong Pra|ja| (Sa|tpol-PP) la|h ya|ng memiliki kewena|nga|n 

dida|la|m penertiba|n Perda|  jika| terpenuhinya| a|ngga|ra|n ma|ka| 

a|ka|n sa|nga|t memba|ntu da|n mempermuda|h berja|la|nnya| 

Pera|tura|n Da|era|h ini. 

 Sela|in itu Ba|pa|k Ka|dus I juga| menga|ta|ka|n sa|a|t 

diwa|wa|nca|ra|i mengena|i fa|ktor pengha|mba|t dida|la|m 

berja|la|nnnya| Pera|tura|n Da|era|h ini belia|u menga|ta|ka|n: 

ñKa|mi da|ri pemerinta|h desa| suda|h memberika|n a|ra|ha|n 

supa|ya| tida|k menjemur kopi dija|la|n da|n ba|ha|ya|nya| juga| besa|r 

ka|rena| kita| liha|t juga| disini mereka| juga| tida|k mempunya|i 

la|ha|n  terkenda|la| da|la|m la|ha|n tempa|t menjemur kopi terpa|ksa| 
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ma|sya|ra|ka|t desa| sini menjemur kopinya| dija|la|n sela|in itu juga| 

da|pa|t membua|t kopinya| cepa|t kering Sebena|rnya| suda|h 

disia|pka|n heler untuk menjemur kopi na|mun ha|rus a|ntri jika| 

ya|ng sa|tu suda|h kering ba|ru ya|ng kedua| la|gi ya|ng menjemur 

da|n proses nya| la|ma| seperti itu seda|ngka|n ma|sya|ra|ka|t kita| 

ingin cepa|t keringò
96

 

 

 Berda|sa|rka|n ha|sil wa|wa|nca|ra| dia|ta|s da|pa|t 

disimpulka|n ba|hwa| ma|sih ba|nya|knya| fa|ktor pengha|mba|t 

dida|la|m pela|ksa|na|a|n Pera|tura|n Da|era|h Ka|bupa|ten Reja|ng 

Lebong Nomor 2 ta|hun 2021 tenta|ng Penyelengga|ra|a|n 

Ketertiba|n Umum, Ketentra|ma|n Ma|sya|ra|ka|t da|n 

Perlindunga|n Ma|sya|ra|ka|t teruta|ma| da|ri ma|sya|ra|ka|t, pa|da|ha|l 

jika| terus dibia|rka|n berpelua|ng memba|wa| kepa|da mafsadah 

atau| ba|ha|ya|.  

c. Faktor penghambat Dari Ma|sya|ra|ka|t 

 

 Hukum da|n ma|sya|ra|ka|t berhubunga|n sa|tu sa|ma| la|in, di ma|na| 

a|da| hukum, di situ a|da| ma|sya|ra|ka|t. Kebera|da|a|n hukum a|da|la|h untuk 

menga|tur kehidupa|n berma|sya|ra|ka|t, a|ga|r ma|sya|ra|ka|t mempunya|i 

kesa|da|ra|n hukum terha|da|p norma|-norma| tingka|h la|ku ya|ng da|pa|t 

dia|nut da|n tingka|h la|ku ya|ng menyimpa|ng da|ri kehidupa|n 

ma|sya|ra|ka|t da|la|m penera|pa|n Pera|tura|n Da|era|h  Ka|bupa|ten Reja|ng 

Lebong Nomor 2 Ta|hun 2021 Tenta|ng  Penyelenga|ra|a|n Ketertiba|n 

umum, Ketentra|ma|n Ma|sya|ra|ka|t da|n Perlindunga|n Ma|sya|ra|ka|t ini 
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a|da|la|h Ma|ya|ra|ka|t ya|ng menja|di subjek uta|ma| da|la|m penertiba|n 

Perda| tersebut.  

 Na|mun seba|ga|ima|na| ya|ng suda|h diba|ha|s sebelumnya|  pa|da| sa|a|t 

menja|la|nka|n Pera|tura|n Da|era|h Ka|bupa|ten Reja|ng Lebong Nomor 2 

Ta|hun 2021 Tenta|ng  Penyelenga|ra|a|n Ketertiba|n umum, Ketentra|ma|n 

Ma|sya|ra|ka|t da|n Perlindunga|n Ma|sya|ra|ka|t ini, a|da| bebera|pa| fa|ctor 

ya|ng membua|t Pera|tura|n Da|era|h ini belum berja|la|a|n sesua|i ya|ng 

diha|ra|pka|n kepa|da| ma|sya|ra|ka|t, ya|itu: 

1) Kur a|ngnya| Kesa|da|ra|n Ma|sya|ra|ka|t 

  Pendidika|n pa|da| da|sa|rnya| a|da|la|h usa|ha| ma|nusia| Memperlua|s 

pengeta|hua|n ya|ng membentuk nila|i, sika|p da|n perila|ku. Sela|in 

itu, pendidika|n juga| merupa|ka|n kebutuha|n ma|nusia| Ka|rena| 

setia|p ora|ng mutla|k membutuhka|n pendidika|n sa|mpa|i tida|k 

peduli di ma|na| dia| bera|da|. Ba|hka|n ma|nusia| a|ka|n menga|la|mi 

kesulita|n da|n tida|k a|ka|n ma|mpu berkemba|ng jika| tida|k a|da| 

pendidika|n. Denga|n demikia|n, pendidika|n ha|rus dia|ra|hka|n untuk 

membentuk ma|nusia| ya|ng berkua|lita|s, ma|mpu bersa|ing, 

memiliki budi pekerti ya|ng luhur da|n bermora|l ya|ng ba|ik. 

  Da|la|m pela|ksa|na|a|n Pera|tura|n da|era|h Ka|bupa|ten Reja|ng 

Lebong Nomor 2 Ta|hun 2021 Tenta|ng Penyelengga|ra|a|n 

Ketertiba|n Umum, Ketentra|ma|n Ma|sya|ra|ka|t da|n Perlindunga|n 

Ma|sya|ra|ka|t, kesa|da|ra|n ma|sya|ra|ka|t menja|di ha|l ya|ng sa|nga|t 

berpenga|ruh terha|da|p penera|pa|n Pera|tura|n Da|era|h ini. 
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Seba|ga|ima|na| ya|ng disa|mpa|ika|n oleh Ba|pa|k Sa|msir A |la|m, SH 

sela|ku A |na|lis Kebija|ka|n pa|da| Sa|tua|n Polisi Pa|mong Pra|ja| 

(Sa|tpol-PP) Ka|bupa|ten Reja|ng Lebong Menga|ta|ka|n ba|hwa|: 

ñKesa|da|ra|n Ma|sya|ra|ka|t kita| ya|ng  ma|sih renda|h ka|rena| 

kesa|da|ra|n ma|sya|ra|ka|t ini a|da|la|h ha|l sa|nga|t penting dida|la|m 

pela|ksa|na|a|n perda| tersebut ma|unya| ka|mi ma|sya|ra|ka|t mera|sa| 

memilikinya| kota| kita| ini Reja|ng Lebong ini seba|gia|n ya|ng ngerti 

da|la|m a|rtia|n pa|ha|m ya| mereka| ena|k  da|la|m a|rtia|n kita| suda|h 

menya|mpa|ika|n ini sebena|rnya| tida|k bena|r da|n tida|k boleh 

dila|kuka|n mereka| seca|ra| sponta|n ka|la|u mema|ng ini tida|k boleh 

a|da| juga| seba|gia|n ya|ng sa|da|r ta|pi kebnya|ka|n ma|sya|ra|ka|t kita| 

tingka|t kesa|da|ra|n nya| ya|ng ma|sih renda|h mungkin mereka| 

mera|sa| ma|unya| sa|ya| sih da|era|h da|era|h sa|ya| a|da| juga| ya|ng 

mera|sa| seperti itu dika|rena|ka|n ma|sya|ra|ka|t juga| ka|n ma|ca|m-

ma|ca|m wa|ta|k da|n pendidika|n, la|ta|r bela|ka|ng nya| juga| berbeda|-

beda|ò
97

 

 

  Ha|l ya|ng sa|ma| juga| disa|mpa|ika|n oleh sa|la|h sa|tu ma|sya|ra|ka|t 

pemilik kopi ya|ng menjemur kopinya| dija|la|n ra|ya|: 

ñka|mi suda|h ta|u a|da|nya| la|ra|nga|n menjemur kopi dija|la|n ra|ya| 

na|mun ka|mi tida|k ta|u a|pa| na|ma| pera|tura|nnya|. A |la|sa|n ka|mi 

mela|ngga|r pera|tura|n tersebut dika|rena|ka|n ka|mi tida|k punya| 

piliha|n la|in ka|rena| ka|mi juga| tida|k mempunya|i la|ha|n  da|ri dulu 

ka|mi juga| seperti ini da|n ha|la|ma|n ka|mi inila|h ja|la|n ra|ya|  da|n 

disini a|da| heler untuk menjemur kopi na|mun helernya| kecil da|n 

ha|rus a|ntri bisa|-bisa| kopi ka|mi menja|di hita|m sela|in itu juga| 

menjemur kopi dija|la|n ini membua|t  kopi ka|mi cepa|t kering 

a|pa|la|gi ka|la|u ha|ri pa|na|s itu 2 ha|ri sa|ja| cepa|t kering ta|pi ka|mi 

juga| memikirka|n ja|nga|n sa|mpa|i pengguna| ja|la|n ya|ng terja|tuh 

ka|rena| kopi ka|mi ya|ng bera|da| dija|la|nò
98

 

 

  Berda|sa|rka|n ha|sil wa|wa|nca|ra| tersebut, kura|ngnya| kesa|da|ra|n  

ma|sya|ra|ka|t  berda|mpa|k besa|r terha|da|p pela|ksa|na|a|n  Pera|tura|n 

Da|era|h Ka|bupa|ten Reja|ng Lebong Nomor 2 ta|hun 2021 Tenta|ng 
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Penyelengga|ra|a|n Ketertiba|n Umum, Ketentra|ma|n Ma|sya|ra|ka|t 

da|n Perlindunga|n Ma|sya|ra|ka|t ka|rena| ba|ga|ima|pun ma|sya|ra|ka|tla|h 

ya|ng menja|di objeknya|. 

B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kebiasaan Masyarakat Desa 

Tabarenah Menjemur Kopi di Jalan Raya 

 Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari Fiqh siyasah yang 

membahas masalah perundang-undangan negaradidalamnya juga membahas 

konsep-kosnep konsttusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas 

lagi bahwa Siyasah Dusturiyah membahas konsep Negara hukum dalam 

Siyasah dan Hubungan symbiotic antara pemerintah dan warga Negara serta 

hak-hak yang wajib dilindungi. 

 Penyusunan peraturan perundang-undangan ialah bertujuan untuk 

mengatur kepentingan manusia dan tentunya harus dapat dilaksanakan oleh 

penegak hukum dan masyarakat. Dalam Siyasah Dusturiyah mengenal 

pengaturan perundang-udangan, pada prinsipnya harus mengacu pada nash 

(Al -Quran dan Sunnah) dan Prinsip jalb al-mashalih wa dar al-mafasid 

(mengambil maslahat dan menolak mudharatnya).
99

 

 Kabiasaan masyarakat Desa Tabarenah menjemur kopi di jalan 

raya ini tidak sesuai dengan pasal 13 Ayat 5 Peraturan daerah kabupaten 

Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban 

Umum, ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat. Peraturan 

daerah kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang 
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Penyelenggaraan Ketertiban Umum, ketentraman Masyarakat dan 

Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Siyasah Dusturiyah sebagaimana 

yang dikutif Khallaf, mendefiniskan Siyasah Dusturiyah adalah hubungan 

antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta 

kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakat.ò 

 Berdasar Tinjauan siyasah Dusturiyah adalah sangat baik jika 

Pemerintah Daerah di dalam Islam melakukan Penertiban terhadap 

masyarakat yang menjemur kopi dijalan raya tentunya hal ini sangat 

menguntungkan dan membawa kemaslahatan umat didalamnya. 

 Dari segi dampaknya jika akibat suatu perbuatan menghasilkan 

kemaslahatan seperti yang diajarakan syariat, maka wasilah hukumnya boleh 

dikerjakan, namun sebaliknya jika akibat perbuatan adalah mafsadah 

walaupun tujuan nya demi kebaikan maka hukumnya tidak boleh dikerjakan. 

Seperti yang terjadi di Desa Tabarenah Kecamatan Curup Utara menjemur 

kopi dan penggunaan jalan raya secara pribadi yang dapat menyebabkan 

gangguan bagi pengendara kendaraan yang melintasi jalan tersebut. 

 Siyasah Dusturiyah ini sangat terkait dengan masalah menjemur 

kopi dijalan raya ini. Karena kita bisa mengetahui bahwa pada asalnya 

menjemur kopi dijalan raya ini hukumnya mubah , tetapi disisi lain jika 

dilakukan di jalan raya yang jelas sering dilewati oleh pengendara kendaraan 

umum maka bisa menimbulkan mafsadat yang tentunya hal ini bertentangan 

dengan prinsip Siyasah Dusturiyah. Diantara mafsadat yang bisa ditimbulkan: 
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1. Bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dikarenakan jalan 

yang menjadi licin 

2. Kondisi jalan yang kotor akibat bekas kopi yang dijemur 

3. Ditambah lagi menjemur kopi dijalan raya ini dilakukan secara illegal 

atau tanpa izin resmi dari Pemerintah Daerah tersebut. 

 Dari fenomena yang dijelaskan bahwa kebiasaan masyarakat 

Desa Tabarenah yang menjemur kopi dijalan raya ini tidak sesuai dengan 

prinsip Siyasah Dusturiyah tentunya hal tersebut harus dihentikan dan 

dilarang dikarenakan menimbulkan kemudharatan baik bagi dirinya 

sendiri maupun bagi pihak lain yang lebih besar dari pada kemaslahatan 

yang dicapai. 

  Berdasarkan Tinjauan Siyasah Dusturiyah maka pemerintah 

membuat peraturan yang ditujukan untuk masyarakat demi kemaslahatan 

masyarakat itu sendiri, dan kewajiban menaati kebijakan yang dibuat oleh 

pemerintah. Seperti : yang ada dialam Al-Qurôan surah An-Nisa ayat 59 

tentang prinsip hak dan kewajiban Negara dan rakyat: 

 ŃȴǊȮŃȺŇȵ ǌȀŃȵǈǖǐȱǟ ɄŇȱȿǊǕŁȿ ǈȯɀłȅŉȀȱǟ ǟɀłȞɆŇȕǈǕŁȿ ŁȼƋȲȱǟ ǟɀłȞɆŇȕǈǕ ǟɀłȺŁȵǓ ŁȸɅŇǾƋȱǟ ǠŁȾŊɅǈǕ ǠŁɅ Ṙ ǐȷǌǚǈȥ ŃȴłǪŃȝŁȁǠŁȺŁǩ 
ɄŇȥ ąǒŃɄŁȉ łȻȿŊǻłȀǈȥ ɂǈȱǌǙ ŇȼƋȲȱǟ ǌȯɀłȅŉȀȱǟŁȿ ǐȷǌǙ ŃȴłǪŃȺǊȭ ǈȷɀłȺŇȵŃǘłǩ ŇȼƋȲȱǠǌǣ ǌȳŃɀŁɆǐȱǟŁȿ ǌȀŇǹǔǐȱǟ  Ṝ ŁȬŇȱėǈǽ 
ŅȀŃɆŁǹ łȸŁȆŃǵǈǕŁȿ ǠǄȲɅǌȿǐǖŁǩ 

Artinya :  
Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi 

Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika 

kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-

Qurôan) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari 
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Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di 

dunia dan di akhirat). 
100

 

 

 Salah satu kemaslahatan umat yaitu setiap tindakan 

kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang 

bertujuan mendatagkan kebaikan sebab pemimpin adalah pengemban 

amanah. Berbicara mengenai kemaslahatan erat kaitannya dengan 

mengedepankan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi demi 

mewujudkan kemaslahatan dan nilai kemanusiaan. Sehingga jika hal itu 

berkenaan dengan kebaikan bersama demi mewujudkan cita-cita sesama yang 

lebih besar, wajib bagi kita untuk mendahulukan kepentingan umum 

dibandingkan dengan kepentingan pribadi. 

 Firman Allah Taôala dalam Al-Qurôan Surah Al-Hasyr ayat 9:  

 ɄŇȥ ǈȷȿłǼǌǲŁɅ ǠǈȱŁȿ ŃȴǌȾŃɆǈȱǌǙ ŁȀŁǱǠŁȽ ŃȸŁȵ ǈȷɀŊǤŇǶłɅ ŃȴǌȾŇȲŃǤǈȩ ŃȸŇȵ ǈȷǠŁƹǌǚǐȱǟŁȿ ŁǿǟŉǼȱǟ ǟȿćǒŉɀŁǤŁǩ ŁȸɅŇǾƋȱǟŁȿ
 ǆǦŁȍǠŁȎŁǹ ŃȴǌȾǌǣ ǈȷǠǈȭ ŃɀǈȱŁȿ ŃȴǌȾĈȆǊȦŃȹǈǕ ėɂǈȲŁȝ ǈȷȿłȀŇǭŃǘłɅŁȿ ǟɀłǩȿǊǕ ǠŉȶŇȵ ǄǦŁǱǠŁǵ ŃȴŇȽǌǿȿłǼłȍ Ṝ  ŃȸŁȵŁȿ

ŇǞėǈȱȿǊǖǈȥ ŇȼĈȆǐȦŁȹ ŉǴłȉ ŁȧɀłɅȷɀłǶŇȲǐȦłȶǐȱǟ łȴłȽ ŁȬĆ  
Artinya : 
Orang-orang (Ansar) yang telah menempati kota (Madinah) dan beriman 

sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin) mencintai orang yang berhijrah ke 

(tempat) mereka. Mereka tidak mendapatkan keinginan di dalam hatinya 

terhadap apa yang diberikan (kepada Muhajirin). Mereka mengutamakan 

(Muhajirin) daripada dirinya sendiri meskipun mempunyai keperluan yang 

mendesak. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran itulah orang-orang yang 

beruntung.
101

 

 

 Itulah orang-orang Anshar, pembela dan penolong Rasul dan 

yang menampung beliau dan saudara-saudaranya yang hijrah dari kemiskinan 

                                                

100
Al -Qurôan Surah An-Nisa Ayat 59 

101
Al -Quran Surah Al-Hasyr Ayat 9 



71 

 

 

itu. Mereka adalah menetap dalam kota Madinah itu dan tetap pula dalm 

Iman lalu menunggu saudaranya yang hijrah dan meninggalkan kampung 

halamanya itu. 

 Mereka itu kasih kepada orang-orang yang telah berhijrah kepada 

mereka.Tidak ada rasa benci atau muak atau bosan dengan saudara sepaham 

yang baru datang itu, melainkan belas kasihanlah yang ada. āDan tidak 

mereka dapati dalam dada mereka suatu keinginanpun dari apa yang telah 

diberikan kepada mereka. Artinya tidaklah ada rasa dengki atau iri hati kaum 

Anshar itu meilhat Allah dan Rasul-Nya memberikan anugrah berlebih 

kepada saudara- saudara kaum Muhajirin itu. Dan mereka lebih 

mengutamakan (saudara-saudara mereka yang baru datang itu), lebi dari diri 

mereka sendiri, walaupun mereka dalam kesulitan.
102

 

 Allah menerangkan bahwa golongan Anshar adalah orang- orang 

yang beruntung. Mereka adalah orang-orang Islam penduduk Madinah yang 

telah menolong dan memberikan banyak bantuan kepada kaum Muhajirin. 

Mereka bahkan lebih mengutamakan dan mendahulukan keperluan Muhajirin 

daripada diri mereka sendiri, meskipun mereka sebenarnya memerlukannya. 

Berdasarkan yang telah mereka sepakati sesuai ketentuan dan petunjuk Nabi, 

kaum Anshar bersedia hidup senang dan susah bersama Muhajirin. 

 Pada ayat ini diterangkan sikap orang-orang mukmin dari 

golongan Anshar dalam menerima dan menolong saudara-saudara mukmin 

dari golongan Anshar dalam menerima dan menolong saudara-saudara 
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mereka orang-orang Muhajirin yang miskin, dan pernyataan Allah yang 

memuji sikap mereka itu karena mereka mencintai orang-orang Muhajirin , 

dan menginginkan agar orang- orang Muhajirin itu memperoleh kebaikan 

sebagaimana mereka mengingkan kebaikan itu untuk dirinya. Rasulullah 

SAW mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dengan Orang-orang 

Anshar, seakan-akan mereka saudara kandung. Orang-orang Anshar 

menyediakan sebagian rumah-rumah mereka untuk oran-orang Muhajirin .
103

 

 Dalam hadits juga meriwayatkan : 

 Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu óanhu. Ia pernah 

bersedekah dengan seluruh hartanya. Rasulullah shallallahu óalaihi wa sallam 

lantas bertanya kepadanya, 

¬  ŁȬŇȲŃȽĆɉ ŁǨŃɆǈȪŃǣǈǕ ǠŁȵ .¬ ǈɍ łǨǐȲǊȩ .łȼǈȱɀłȅŁǿŁȿ ŁȼĉǈȲȱǟ łȴłȾǈȱ łǨŃɆǈȪŃǣǈǕ ǈȯǠǈȩǌǙ ŁȬǊȪǌǣǠŁȅǊǕ ąǒŃɂŁȉ ɂǈȱ
ńǼŁǣǈǕ 

Artinya : 
ñApa yang engkau sisakan untuk keluargamu?ò Abu Bakar menjawab, ñAku 

titipkan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya.ò Umar bin Khattab lantas 

mengatakan, ñItulah mengapa aku tidak bisa mengalahkanmu selamanya.ò 

Sebelumnya Umar bersedekah dengan separuh hartanya dan menyisakan 

separuhnya untuk keluarganya. (HR. Abu Daud, no. 1678 dan Tirmidzi, no. 

3675. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini hasan) 

 

 Dengan menerapkan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah demi 

mempertahankan hukum syaraô maka kebiasaan masyarakat menjemur kopi 

di jalan raya ini harus dihentikan sehingga dengan adanya larangan atau 
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penghentian atas kebiasaan ini memperkecil peluang pula terjadinya 

perbuatan yang menimbulkan mafsadat. 

 Dari penjelasan diatas peneliti menyimpulkan kebiasaan 

masyarakat Desa Tabarenah menjemur kopi di jalan raya ini tidak sesuai 

dengan prinsip Siyasah Dusturiyah bahwa pada asalnya menjemur kopi 

dijalan ini adalah boleh namun jika dilakukan di jalan raya hukumnya 

menjadi dilarang karena lebih besar menimbulkan mafsadah dibandingkan 

maslahat yang di dapat. 
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BA |B V 

KESIMPUL A |N 

A. KESIMPUL A |N 

 Da|la|m penelitia|n ya|ng dila|kuka|n ma|ka| da|pa|t disimpulka|n ha|l-

ha|l seba|ga|i berikut: 

1. Kebiasaan Masyarakat Desa Tabarenah menjemur kopi dijalan tidak 

sesuai dengan Pa|sa|l 13 A |ya|t 5 Pera|tura|n Da|era|h Ka|bupa|ten Reja|ng 

Lebong Nomor 2 Ta|hun 2021 Tenta|ng Penyelengga|ra|a|n Ketertiba|n 

Umum Ketentra|ma|n Ma|sya|ra|ka|t Da|n Perlindunga|n Ma|sya|ra|ka|t. 

tentunya kebiasaan masyarakat Desa Tabrenah ini bertentangan dengan 

Penerapan Peraturan Daerah ini. Ma|sya|ra|ka|t sa|nga|t mendukung dengan 

ditetapkannya Pera|tura|n Da|era|h, ha|nya| sa|ja| dida|la|m pela|ksa|na|a|nnya| 

belum berja|la|n sesua|i ya|ng diinginka|n pemerinta|h Ka|bupa|ten Reja|ng 

Lebong da|n khususnya| pera|ngka|t desa| Ta|ba|rena|h belum ma|ksima|l 

dika|rena|ka|n ma|sih ba|nya|knya| fa|ktor pengha|mba|t da|la|m pelaksanaan| 

Pera|tura|n Da|era|h ini . Perta|ma| da|ri piha|k pemerinta|h ya|ng menja|di fa|kor 

pengha|mba|tnya| a|da|la|h 1) kura|ngnya| sosia|lisa|si oleh pemerinta|h kepa|da| 

ma|sya|ra|ka|t; 2) Sa|ra|na| da|n Psa|ra|na|. Kedua| da|ri ma|sya|ra|ka|t ya|itu : 

Kura|ngnya| Kesa|da|ra|n Ma|sya|ra|ka|t.  

2. Kebiasaan masyarakat Desa Tabarenah menjemur kopi di jalan raya ini 

bertentangan dengan prinsip Siyasah Dusturiyah bahwa pada asalnya 

menjemur kopi dijalan ini adalah boleh namun jika dilakukan di jalan 
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raya hukumnya menjadi dilarang karena lebih besar menimbulkan 

mafsadah dibandingkan maslahat yang di dapat. 

B. SA |RA |N 

 Sa|ra|n ya|ng diinginka|n penulis dida|la|m penelitia|n ini a|da|la|h: 

a) Diha|ra|pka|n kepa|da| Pemerinta|h Ka|bupa|ten Reja|ng Lebong untuk sela|lu 

mensosia|lisa|sika|n Pera|tura|n Da|era|h Ka|bupa|ten Reja|ng Lebong Nomor 2 

Tahun 2021 Tenta|ng Penyelengga|ra|a|n Ketertiba|n Umum, Ketentra|ma|n 

Ma|sya|ra|ka|t Da|n Perlindunga|n Ma|sya|ra|ka|t Ini kepa|da| ma|sya|ra|ka|t untuk 

mengubah kebiasaan masyarakat Desa Tabarenah yang menjemur kopi 

dijalan. 

b) Dibutuhka|n terda|pa|tnya| kerja| sa|ma| ya|ng lebih a|ktif da|n terogra|nisir 

a|nta|ra| pemerinta|h, Sa|tua|n Polisi Pa|mong Pra|ja|,  pera|ngka|t desa| da|n 

tokoh ma|sya|ra|ka|t serta| pemuda| beserta| wa|rga| ya|ng la|in terga|bung 

dida|la|m orma|s a|ta|upun  orga|nisa|si socia|l ya|ng la|in seba|ga|i upa|ya| 

pencega|ha|n terha|da|p kema|sla|ha|ta|n. 

c) Diharapkan kepada masyarakat Tabarenah supaya memiliki lahan kosong 

sebagai tempat untuk penjemuran kopi agar tidak menjemur kopi di jalan 

yang dapat mengganggu ketertiban umum. 
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